UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

TAE[AHPT)H

20074 HE X405 — S8 SE=(UU 6/2023 B1F) - 7™ & =tap JH ™ T 87| - 5l A (Penjelasan)

iz ot

e — |

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas

210 MAl H§E| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

okx| UU 40/2007

512 M= Z=AMB|AH(PT)Y (Perseroan Terbatas)

Hod H2 HME(THAtE-2H HE-2%), 28 Mi1xz~AMlelx 2 MM 107§ =(153A~153]), &
17174 =, siid(Penjelasan) SAD =Y oM, = =25. HE2E HE == /18 ©
EH(2007) 1} JHE EE zE=2 & Alsch

TEYE X HH UU 40/2007 (& =&, 2007)1} UU 6/2023 HM109= (™ =Zt-AlM =x). 7Ji™ To| &X=
2t & o2|=0]| siY angka HEZ HUCE

PPN k=1 kel & HE: 2007-08-16 A{7t(Disahkan) - &3 (Diundangkan), LN 2007 No. 106 - TLN
4756. ASe ZIst HEEO|CH(M161x). 7HA: UU 6/2023(2023-03-31 ZIE)O0|
Perppu 2/2022(2022-12-30 2= A8, X|186X)E HEZE &FFCt. o Hol sy ==
JEch MA UU 11/202022 Z§i&M= Xo| QUct

HEOY A e UU 6/2023 (Perppu 2/2022 NEEEHES HEZ ). 0] HE2 UU 6/2023 HM109x=2
MIZ-M7=-HM32Z-HM153=7F DX K| M153A~153IF=7F AMMEACH

Fo| Abet O] B2 UU 6/2023 N109=0] [MHE JH™CH B, BPK H H|o|E{H|o[A2] JHE O|H
(2026-10-16 =3|)0l= UU 11/2020-Pexrppu 2/2022-UU 6/20238F QlCt. O] EHES 1
JI20 UU 6/2023 X[109Z0f MIE ZHX™oOt "Hi¥giooz AE QEOZ M2 E0I5H7|
Hi2icH, |2 2 2At= 52 378 PDFOAM &2 ZHo|ct. & HER2 UZE UE ZoM Lo
£AM7F HEE 0| UM, JHHH (WU 6/2023) B2 2R 214 287 Hof US & Ut

71Ed 2026-10-22 (WIB)

HA vl

HE 2F URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007

A2 2zrY 2026-10-16 (BPK $ Cf|o|E{to|A)

JHEE fF URL https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023 - £z
2026-10-22 (BPK 3 Cf|0|E{H|0|A)

koreadesk BIZIZ Xty HIZ4| SBHE - 34 BAJ} Olin| HEXIR0| Ofd. WX Z22 D=l M
OIZU|Alofo] oIzt Y20, 0 WS FATBAULICE. SUTUAol] AS B2 HE IjH POFY 2

E=0|3, BH20| HMolS AIJ} X0t BHST koreadesk.id B (Editor)o| S2mf cixs| HeMLICt,
o2 koreadesk.id HEZ0| MFLICH. ZFE sy = 8i2 offoll, Xt F= A Bo| UsLct.

1)

=

T
0

T

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22 1/12




UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

2%}

Mg - &%

M2% - ME, ¥ L PP €I, HA ¥R Y 3D

M1 - M
Mod - ME W Wy
M1z — e
2@ - M@ w3
M3H - BlAb R Y I3
M1E — BA} Y
2@ - 3
M3 - xH2 W T4
M1 - xp2
M2® - R 9 BAb RfAle BB
M3 - xp2 B
Mad - xp2 za
A5 — FA

Ma% - ATAE, eixtETM W ololel A
M1E - e
H2& - ezt

HM3E - o|efe| AtE
N5 - AtE] H E2F MY
Hed - F=FEE
7% - O|ALE|2t ZIALRI R B

M1E — ofAtz|

M2E - ZAR

o

5|

i

N8y - gEtd, Mygg, o % 28
97 — B[Atol| cHEE HAF

H10y - sfah, ik R BAe Bel X9 BB
N11y - H[E

N12% - 7[5t #d

N13y - 4ot #d

N1y - 32 ¥

off A (Penjelasan)

= g5

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

MNi1zx=~A[6=

M7=~N14%=

M15x=~HN|18=

M19Zx=~XN|28=

N29=x=
HNI30=

HM|31=~H|36%
|37 =~H| 407
MA1Z=~M 43
MAdZ=~N AT =
MA8=~HM622

M|63&=~KN|65%
M66Z=~H|69F=

N70=~HM|73%
H74=

M| 75=~H[91=

N92x=~HN|107=
M108Z=~M|121x%

1227 ~K|137=
N|138=~H|141%
H|1427=~H|152%
HM[153Z=~A|153I=
154 =~X|156 %
MN|157 = ~H|158 %

159 ~A|161=

2/M2



UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

B 37|
oxt =

gy ol

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22 3/12



UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

EE SRR 2 Y

Pembukaan uu 40/2007 2 &=

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Menimbang uu 40/2007 & #%

Menimbang :

a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional, perlu didukung oleh kelembagaan
perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan
pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus
memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha
dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia
dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era
globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung
oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang
perseroan terbatas yang dapat menjamin
terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu
pilar pembangunan perekonomian nasional perlu
diberikan landasan hukum untuk lebih memacu
pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-
undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas;
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Mengingat uu 40/2007 & @

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal
33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Memutuskan uu 40/2007 2 ¢

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
TERBATAS.

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN
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Pasal 1 uu 40/2007 & =2 -
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

g o EH(2007E 2)

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.

4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang herwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesual dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi
nasihat kepada Direksi.

7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau
Perseroan yang melakukan penawaran umum saham,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi
kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk
menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah
ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena
hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan
dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang meleburkan diri dan status badan
hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir
karena hukum.

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan
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untuk mengambil alih saham Perseroan yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang
mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau
lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau
lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan
kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda
terima dari penerima yang ditandatangani dengan
menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian Indonesia
yang beredar secara nasional. berbahasa

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3 o] mol 2x XEE=0E
= ol Ho{™ UL,
beredar secara nasional"Q| &=AZE

Pasal 1 uu 6/2023 HM109%= angka 1 -

2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
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1. Perseroan Terbatas, yong selanjutnya disebut
Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau
badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha
mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang
Saham, dan Dewan Komisaris.

3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat,
baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya.

Direksi,

4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya
disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar.

5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan sdrta mewakili
Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus s'esuai dengan anggaran dasar serta memberi
nasihat kepada Direksi.

7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau
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Perseroan yang melakukan penawaran umum saham,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi
kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang
dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk
menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah
ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena
hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan
dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri
dengan cara mendirikan satu Perseroan bar-u yang
karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari
Perseroan yang meleburkan diri dan status badan
hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir
karena hukum. 1 1. Pengambilalihan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang
perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan
yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang
mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau
lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan
beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau
lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan
kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda
terima dari penerima yang ditandatangani dengan
menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari adalah hari kalender.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

4 o meo| Zxt FE=0= "yong" (M13),
yang, serta, sesuai, baruZ 2l0{ fZiCt.

"sdrta" (M5%),

E0lE Fo| E0IM
A r

FFE3, 2 g0

6 22 "Surat Tercatat"(Z|9f:

Pasal 2 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3
Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban

umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3 uuU 40/2007 @ =2 - g -
(1)

(2) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung

2007-08-16 Al

jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
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atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab
atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
dimiliki. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum
atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung
maupun tidak langsung dengan itikad buruk
memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung
maupun tidak langsung secara melawan hukum
menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan
kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.

Pasal 4 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3
Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini,
anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan
perundangundangan lainnya.

Pasal 5 uu 40/2007 & =2 - &8 - 2007-08-16 A&

(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan
dalam wilayah negara Republik Indonesia yang
ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai
dengan tempat kedudukannya.

(3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang
diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan
akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus
menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 6 uU 40/2007 2 =2 - 3 - 2007-08-16 A|3
Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas

atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam
anggaran dasar. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR
PERSEROAN DAN PENGUMUMAN
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Pasal 7 uu 40/2007 9 =2 - & A E (20074 2H)

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau
lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa
Indonesia.

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian
saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada
tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan.

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22
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dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) ojoto] &= AL, 1 AEf7F 2 HEE ECf 6(2)7HL
orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) O|LHOY| BHEt Z=Z:L HE Z=Alo| QHZE L2 AFRHO| 7|

bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang QL= 5I010F BIALE BIAIZF CHE AR A =AlS

saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian grsisto{of BICH
=0 2r-=r.

sahamnya kepada orang lain atau Perseroan

mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) mM520M Fot 7[Zho] A=dl= FF7H ods]
(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud 2(2)Q ojgtel 82, FF= AL 2E
pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap ZAHFEEE(2t &40 CHso] 7eIx o= MRS X|0f,
kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham olafjztAelel AlFol w2t X|YHHIAS 1 FALE SfitE
bertanggung jawab secara pribadi atas segala % QlC}.
perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas (7) M1BloIA EBF SIAFE 2(=)0l o|Ato| Adglstoiof
permor_\onan pihak yang berkepentingan, pengadilan siche D} K58 2 X6ste] HES CiSols
negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

o - HMEEX| =Ct
(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan
oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud a. F4 MEE =97t HRSE =YS|A(persero);
pada ayat E=
(1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) b. XHEA|Z0| 26 HEOM HEH SHHaHA, At
tidak berlaku bagi : 273, ofst-ZN7| Y O go| J|A2 edste
a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 3| A}.
negara; atau
b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga
kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan
penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
Pasal 7 uu 6/2023 x|109% angka 2 - WX E - B3 - A3 M7=
2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)
(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau (1) SlAF= 2(Z)°l 0|At0| CIZL|A|Ot{E EHM =
lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Zzo| EME MBI}
P (2) BlAfel 2t WRixte SlADL MEl=le oo FAlg

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian
saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah (4) FAts ZHofH SEstn S8 s H2 =0
didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti Hol X|RIE FS5&iCt
pendaftaran. (5) 3|At7E Hel

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum ojoto| = A

bir
A}
(o)}
Ho
1
==
0

dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua)
orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang a. 2R FH dR8 OE AR d=ste A
saham yang bersangkutan wajib: L=

a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; D. SIARZE CHE ARHOIA A F42 gdlst= A.
atau (6) HM5EOlM Fot 7zto] XGt=HE FFI7F 0{H3|
b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang 2(=)¢Ql ojorel AL

LR a. FFE BlAlel 2E RISt Mo chsto
(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud JMolxMo= Mol Zich: U

pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap
kurang dari 2 (dua) orang:
a. pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi

atas segala perikatan dan kerugian Perseroan; dan (7) M1golM "t SALE 2(2) 2l oldo| HEsto{of
b. atas permohonan pihak yang berkepentingan, St ™ot AM5e 2 MeEte AE2 Ctsoe=
pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan MEE|X| 2U=C}:
B a. FA ®MRBE 77t HREHe FYs|AH(persero);
(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan b. X|2tZ7|H;
oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud o 31504
c. D|'§_57II=II
pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) tidak berlaku — ~ _
bagi: d. AEAIE 2ofo| HE [ w2t SHAHEHA, FHAt
H=7|xn Et.Z of gl HtO e oot
a. persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 23703, o&-ZMoiE H O skl 7jEs 2gcts
ne : 3|Ab; EE=
gara;
b. badan usaha milik daerah; e. QM- A7|Hel 7|EE SFoks At

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22 9/M2
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c. badan usaha milik desa; (8) M|7& eSOHM AT AUM-A7|HS M 270
d. .P?Iseroan yar}g n.lengelola bursa ef(.ak, lembaga 25t oA Bt %MI-{.\_7IC.QOIEI-.789

kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan

penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pasar modal; atau

e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha

mikro dan kecil.

(8) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) huruf e meranpakan usaha mikro dan kecil

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

7 22 "pengadilan negeri". 0|5t X|wHY, o= K7Ict

8 22 "persero". M (M7Z 78 az)oiMs =AUy (o TE HEBOM ™S, FAlo2 AH=o| LiE S|AF HEHS| 2|,
ol2tn HHsiCt.

? o| mo| Zxt F&=oll= "meranpakan"©2 &lof QICt. 2WA "merupakan'SE 2/0f KZCh. =B M3E Bt K48, Xest
bs Za N7&0| X FEE20IM Z2 =0 =20{ U0 =0t L0 FHCt.

Pasal 8 uu 40/2007 & =2 - &3 - 2007-08-16 Al AN8=

(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan (1) MEI=SME ™MZDF 3|Ate| Mo =& 1 Hi9
keterangan lain berkaitan dengan pendirian AMElS cecy,

oo (2) M1gtolM Mt 1 4ol Atgte H28t oigs
(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat Sroch

(1) memuat sekurang-kurangnya : == _ _

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, a. JHol dEAtel 48 M=, sdxt a4, MY,
pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan AFEX| A =X, £= 3AF HEXte| Y, LSFRe
pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan 2™ =4 9l Bol olytof| ZEH AE AHol HS9f
dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal UK}

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum b. =2 QU= 0|AlE] I ZIAQILE FAMlo| Mol
dari pendiri Perseroan; ME ZMX|QF Mo, =Y, H=X|, ZH;

b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, C. ZAIS olaBh =zo| Mu, Al 20| Lo, J2|T
pgkerja}an, tempat tinggal,. kewarganegaraan ar?ggota S| T LolEl =Alo| oHoiz}

Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali =< HHE= T et

diangkat; (3) MEEME ZME o M= (U0 7|Z=5to]
c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian CHE AMEfe| th2|E & = Ut

saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal

saham yang telah ditempatkan dan disetor.

(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat

diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 9 uwu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 A& Moo=

(1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai (1) M7= MNAstoA ASH 3|AFe| &Hol ©l7}of Ztsh
pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana o AXMS 2| Q5l0], MBIXES Z=o=z= FHASH
T ror i et fersrs, 88 22 oidl 2ulS A WO 9 A Bl
. .. .. . MHIAE S510{ MMXIHZ FEol|AH AFSot
informasi sistem administrasi badan hukum secara _

elektronik kepada Menteri dengan mengisi format a. BAtel I 2AR];

isian yang memuat sekurang-kurangnya: b. BlAte] =& 7(2Zh

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; c. 3Ate SO =8 2L ALY &S,

b. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. =3XE, YXIE o LoIXIEo| oz~

c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha e. 3lAle| 2AXEH =4

Perseroan; (2) HM1ollM Fst 71z Lalel Aol M S|A

d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal Zlo| AIMO| o|=0{x{of Bict.

e (3) MBXI7} 15+ U M2 Bt AIMS =F
e. alamat lengkap Perseroan. == S = < o= me= T
(2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud StX| b= E2, dERe S3loAn /e =+
pada ayat UL

(1) harus didahului dengan pengajuan nama (4) 3IAF HAIo| AN 4l A2 HXlo Zst MM HH™E
Perseroan. MEHo =z H™Ict

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada
notaris.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 uu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus
diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian
ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai
dokumen pendukung.

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Menteri langsung menyatakan tidak
berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan
secara elektronik.

(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan
beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan
tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan
secara fisik surat permohonan yang dilampiri
dokumen pendukung.

(6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling
lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan
keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan
yang ditandatangani secara elektronik.

(7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan
kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung
memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara
elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
(8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur,
pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1).

(9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan
Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian
menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut
dan Perseroan yang belum memperoleh status badan
hukum bubar karena hukum dan pemberesannya
dilakukan oleh pendiri.

(10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan
pengajuan kembali.

Pasal 11 uu 40/2007 & =2 - 88 - 2007-08-16 A|#
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan
permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi
daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak
dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 12 uu 40/2007 & =2 - 8% - 2007-08-16 A3

(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan
kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan
oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan,
harus dicantumkan dalam akta pendirian.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan
akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta
pendirian.

(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik,
nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan
notaris yang membuat akta otentik tersebut
disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi,
perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan
kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Pasal 13 uu 40/2007 & =2 - 88 - 2007-08-16 A|#

(1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri
untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan,
mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan
hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas
menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak
dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang
dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

(2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan
memperoleh status badan hukum.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili semua saham dengan hak suara dan
keputusan disetujui dengan suara bulat.

(4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon
pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut
bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat
yang timbul.

(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum
tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis
oleh semua calon pendiri sebelum pendirian
Perseroan.
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Pasal 14 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum
memperoleh status badan hukum, hanya boleh
dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama
semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara
tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama
Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum,
perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab
pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat
Perseroan.

(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan
setelah Perseroan menjadi badan hukum.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab
Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut
disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang
dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling
lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan
memperoleh status badan hukum. Anggaran Dasar
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Anggaran Dasar dan Perubahan
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Paragraf 1
Anggaran Dasar

Pasal 15 uu 40/2007 9 =2 - 8% - 2007-08-16 A3

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a.

b.

c.

d. nama dan tempat kedudukan Perseroan; maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; jangka waktu
berdirinya Perseroan; besarnya jumlah modal dasar,
modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada
berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-
hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai
nominal setiap saham;

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan
Dewan Komisaris;

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan
RUPS;

h. tata cara pengangkatan, penggantian,
pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain
yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:

a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas
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saham; dan
b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi
kepada pendiri atau pihak lain.

19 o] = M18 am~dSE O] HEO| ZA FEEO|M
HXICHE &5t 2olMs a. WA AKX, b. =X
QLof ofoi| mhziCt.

Pasal 16 uu 40/2007 & =2 - 3% - 2007-08-16 A%

(1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain
atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau
kesusilaan;

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara,
lembaga pemerintah, atau lembaga internasional,
kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta
kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan
Perseroan saja tanpa nama diri;

e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf
atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
atau

f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum,
atau persekutuan perdata.

(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase
atau disingkat “PT".

(3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada

“Perseroan Terbatas”

akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk".
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan
Pemerintah

Pasal 17 uu 40/2007 & =2 - &8 - 2007-08-16 Al3

(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah
kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik
Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Pasal 18 uu 40/2007 & =2 - #3 - 2007-08-16 A|3

|7 d.of| 4l ZFK|7F 20 UOLt,
= =]

oL, ze A= POFE 2xt
7|2, d. SRR LYRZ HAURE S0z

L O

MNi6x=
(1) 3Atk= Cof29| HE
CtE F|AL7F O]

oj
1 Exdoz e o

BlAte] HEFo == 2 89y,

b. SSEM /== 0|SYH0 dists

c. g 7|2 FHIIE w2 FRE MelstL,
=7, "RI|E £= IAT|Fel "o AL
FARGE HE;

d. S0 =7 2 ALY 230 286K 7Lt
178t o[ §lo| 2lAte] =Xt SEBE HEHLHE
E=RSH

e. HO{E O|FX| gb= RA = RA2| LI, EXt
= BXS H4EZ o|R0T HIEH; E=

. 3Ab, Hel = DAtEEo|ElE 2 7= EHE.

(2) 3Atel HE2
O{ T2 A|Zf5t0{0F 5iod,
ULt

(3) 37hElAte] 0= HM2EoM "EH #7350l
HEE= A 2o, =Ab F el 2ol 2fof
HEolct.

Perseroan Terbatas, 2}=

O|E 'PT, 2 &0 & =+

M7=
(1) 3At=s d2olM "o lzdAot35ts HE Qte
Al EE = (kabupaten) X|dofl AXX|E THEICEH.

(2) M1EolM F& 2xX|= SAl0l &Ate| =HoOo|Ct.

=/

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta SIAts HEo| A et FALe] Mz 7|xE == o}
kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran 2E U AMY B=ES JpX|T Qoo BiCt.
dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Paragraf 2 M2z - M3 HE

Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 19 uu 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 Ald H19=
(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. (1) & HEde ==&35|7 A™sic}
(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar (2) Az HZA| TS OtHS ==Z3 IEX|of
dlééntumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. o SISt 7|XHEF00F BHCF.
wajib
Pasal 20 uu 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 Al3 AM20=
(1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah

dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali
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dengan pesetujuan kurator.

(2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan

atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada
Menteri.

1 a2 Zx £&29| "pesetujuan"e "persetujuan” (£2)2

Pasal 21 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3
(1) Perubahan anggaran dasar tertentu persetujuan
Menteri. harus mendapat

(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan
Perseroan;

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan;

c. jangka waktu berdirinya Perseroan;

d. besarnya modal dasar;

e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;
dan/atau

f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan

Terbuka atau sebaliknya.

(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada
Menteri.

(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan
dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat
dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris
harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
keputusan RUPS.

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan

dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30
(tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat

(®)

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada
Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat
perubahan anggaran dasar.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan
perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan
persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran
dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada
Menteri.

Pasal 22 uu 40/2007 & =2 - &3 - 2007-08-16 Ald

(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar

mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya
Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran
dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat
60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu
berdirinya Perseroan berakhir.

(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan

perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

Hu

B ooy
I

N21=
(1) Edst d& HE2 zae| selg wotok sict.

ZEhotct

a. BlAte| BF Y/E= LMK

b. slAte] =xin S8 4 At &#F;

c. BlAte] £ 7IZh

d. +AXEL H=;

e. WD LelE xh2of Za; H/HE=

I. HIZ7H slAtel BIHEIAtZ| X|9| ¥HE £&= O
gy

(3) M2golM Het A 2lo] HP wHS o

0

(4) M2& % M3goM Yot da HE:2

SIZHAIOI 2 2YE 552 M0l AL EAISCE.
(5) 3&¢Llo] ztdet &3 AR SMol H7|X| 842
Yo HE2 FFE3 ZoYdRH =0z 30(afa)d
o|LHoll Z&Ql BEMZ mZAI=|0{oF it

(6) &t HZE2 H5&M " 30(aal) e 7[8to]
et =ol= S5 SMZ ZAE 5 it

(7) M2eolM "et dat "ol sl M2 Tt
HEe H2 332 M9 LdXRH 50{= 30(ad)
O|Liofl ZEOA HMEZEtCt.

(8) M7E0lM Hot 2 ol cie & HE
Moo =8=Ct.

(9) M7e0M "et 30(&a) Yol 7|8to| X =ol=
dat "o s MFE E= MDE FHEA MEsEAL
deg = el

M22=x

(1) oM "ot 2lAte] £5

3l 7|2t Aol et Y@
S slAtel =& ylzo| BLp

15/ 12



UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir
berdirinya Perseroan.

Pasal 23 uu 40/2007 & =2 - #3 - 2007-08-16 A|3 H23=x
(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud (1) M21= HN|2&tof|M HeH Mo HAS Mo HZAQ|
dalam . _ solofl et @ ZWo| wIE LHE| THo| MTICH
Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal (2) ®21= M3SoA Hot M HAS FTo| M
diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai W7 AlTIO| ABIAME STst LeE S2j0| M7ICt
) = [ =2 1

persetujuan perubahan anggaran dasar. el =Sl e SRR i ool e

(3) HM1g & M2 HEE #E2 ol HEo| g2

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
dalam Ml A0l M=K op=ch.
Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan

perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat

(2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini

menentukan lain.

Pasal 24 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3 MN24a=

(1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang (1) RH=A|ZF 2oto| =& FEo wet X221 =3
sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan 271 ZE3|ALS J|ES £ = A=, 1 7|F0|
Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- E=E UEE| 30(AM) QY O|LHO| M21E A28

0
undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah fSOlA M3 ™IS sZsi0{oF BiC.

=y (9]
anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal _ L _
(2) HM1EollM FEt 3|Ate] O|AtEl= AH2AIZ 20k

21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria HE ™o o2t SEAMIME MEsto{of sict.
tersebut.

(2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25 uu 40/2007 & =2 - &3 - 2007-08-16 A|3H HN25=
(1) Perubahan anggaran dasar mengenai status (1) H|Z7H FAtel ZIHEAIEL] K| HAN ZsH Hat
Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka HZAS Ct=20o| WEE| §2i0| Ai7ZICt:

mulai berlaku sejak tanggal:

a. BE3Ate E, XA 2of d=7|30 NEE
a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan SEATAMI BHS LlEE o Eo
kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi e = =EeE = e
N T Ee— b. X=2AIE Eofe| HE FHo| w2t F4 S2E 5|
b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang ?Isto] AMEAY 2of A=J[20| SEMUIME HEst
mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga 3Atel ER, S27t AAIE <.
pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan (2) HNM1E asOHM Hst FALe] SEATMIF SEHE
penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan HEMSEKR| 4L A1 bSO HEH SEAMTME
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. ME5t 8AI} A ZRE AAISHK| U2 A2, 3|Als
sebaguinana dinakerd pate sret (1 Muret o e S0 SUURE (4 oljol B i
menjadi efektif atau Perseroan yang telah A0 BTt
mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum
saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran
dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah
tanggal persetujuan Menteri.
Pasal 26 uu 46/2007 & == - 33 - 2007-08-16 A|3 AN26=
Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam S5t e O|20| QSlOZ 0|R0{X|= MT HZALS
rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku Cleo| L=E| &20] AM7ICH:
sejak tanggal: . a. = a0l;
e b. FEel olofA Het 0l% (kemudian) el [
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b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan
Menteri; atau

c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima
Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan
dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan

CC =

4

c. EO| ME HZ MDNE B L, T= BEY
5 = 12

M =2 9% EMolM Hst o|Fo| o

12 hs 922 "kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri" (Z/93: Zrzto| &0lofM HEt 0|F9 H)Z, c39

"tanggal kemudian" (0|Fe| <)} E2| "tanggal" ()O| QiCt.

Pasal 27 uu 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 A|3
Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
ditolak apabila:

a. bertentangan dengan ketentuan perubahan anggaran
dasar; mengenai tata cara

b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,
dan/atau kesusilaan; atau

c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan
RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 28 uu 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 A|3
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan
untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan
permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan
keberatannya.

258 M SFHACH
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Bagian Ketiga
Daftar Perseroan dan Pengumuman

H3dE - AL B3R X 31

Paragraf 1
Daftar Pexrseroan

Pasal 29 uu 40/2007 & =2 - 3 -
(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat

2007-08-16 A|&l

(1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan
serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan
permodalan;

b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5;

c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan
Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4);

d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar
dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1);

e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar
dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat
akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota
Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan
tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran
Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;

j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku
yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib
diaudit.

(3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal
yang bersamaan dengan tanggal:

a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan
hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan
anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;

b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau

c. penerimaan pemberitahuan perubahan data
Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran
dasar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang
saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terbuka untuk umum.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar
Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

Xelel B8

1 el
J. HALE gfotor St= FAte] H2, SiE SAIA=2

Ny Hwe
FE ohEct

(5) HM1golM HEt &
(6) BlAb o B3

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 30 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#
(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia:

a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(4);

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1);

c. akta perubahan anggaran dasar yang telah
diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal
diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau
sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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Bagian Kesatu
Modal

Pasal 31 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3
(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh
nilai nominal saham.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal mengatur modal
Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32 uu 40/2007 & =2 - W™ ® BE(20074H 291)

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha
tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal
Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 32 uu 6/2023 ®109% angka 3 -
2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)
(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.

MY = - HY - Al

o

(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
keputusan pendiri Perseroan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar
Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

AXEY Rp 50.000.000,000] JUAUSLE 0| HHof

Pasal 33 uU 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 Al3

(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
harus ditempatkan dan disetor penuh.

(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti
penyetoran yang sah.

(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan
setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan
harus disetor penuh.

Pasal 34 uu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 A|#
(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan
dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
(2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan
dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penilaian setoran modal saham ditentukan
berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai
dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak
terafiliasi dengan Perseroan.

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22
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bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar
atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari setelah akta pendirian ditandatangani atau
setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35 uu 46/2007 & =2 - 2007-08-16 A|3
(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang
mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat

menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi
kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah
diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.

(2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi
dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan
terhadap Perseroan yang timbul karena:

a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan
benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat
dinilai dengan uang;

b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin
utang Perseroan telah membayar lunas utang
Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin;
atau

c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang
dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima
manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai
dengan uang yang langsung atau tidak langsung
secara nyata telah diterima Perseroan.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan
mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara
untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

U oze

"penanggung atau penjamin"O|C}. F LS FE5}0]
ATk,

Pasal 36 uu 40/2007 & =2 - 2007-08-16 A&
(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik

untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh
Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau
tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap kepemilikan saham yang diperoleh
berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau
hibah wasiat .

(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan
harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak
dilarang memiliki saham dalam Perseroan.

(4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal. Perseroan
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Bagian Kedua
Perlindungan Modal dan Kekayaan

Pasal 37 uu 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 A|3

(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang
telah dikeluarkan dengan ketentuan:

a. pembelian kembali saham tersebut tidak
menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih
kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah
cadangan wajib yang telah disisihkan; dan

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli
kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan
fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan
sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya
secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh
Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan,
kecuali diatur lain dalam peraturan perundang
undangan di bidang pasar modal.

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung
maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan
ayat (1) batal karena hukum.

(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham
yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian
kembali yang batal karena hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai
Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38 uu 40/2007 & =2 - 88 - 2007-08-16 A|#

(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud
dalam

Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut
hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.

(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai
panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah
suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran
dasar.

Pasal 39 uuU 40/2007 & =2 - s - 2007-08-16 Al3

(1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh
RUPS.
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Pasal 40 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian
kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah
wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan
suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam
menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau
anggaran dasar.

(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berhak mendapat pembagian dividen.

N|40=
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Bagian Ketiga
Penambahan Modal

Pasal 41 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3

(1) Penambahan modal Perseroan dilakukan
berdasarkan persetujuan RUPS.

(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh
RUPS.

Pasal 42 uu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar
adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan
persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk
perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan
dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal
ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar
adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum
kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali
ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar .

(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk
dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 43 uu 40/2007 @ =2 - §8 - 2007-08-16 A|#
(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan
modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada
setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan
saham untuk klasifikasi saham yang sama.

(2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk
penambahan modal merupakan saham yang
klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang
berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh
pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah
saham yang dimilikinya.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:

a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek
lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang
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telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

(MAp

(4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud O|LHOl DHOIBHT 1 OHQIBF =AIO| CHRS FoH Lto|st
pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli _ _ - ~
dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka HB|E YAlSHA| ofL[El A2, BAt= 2SRl g2 2
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Ttol FA S M3Xto|A Heted = UCEH.
penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham
yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak
ketiga.

Bagian Keempat M4y - X2 Ha

Pengurangan Modal
Pasal 44 uu 40/2007 2 =2 - 33 - 2007-08-16 A|3 N44a=x=
(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal (1) 3AIS RH2 ZIAE Q5 =Z=&E35| Ao, o HE
Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan Q/ce= Moo pAo| wiEl Ma HAS Qe HEZ9)
memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan XA O|HTA 20| !B TS QAHS 50| 0|20{Fl
jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar A o s3ct
sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau <ol TTf‘Or B ~ _
R GG, (2) OlAtEl= MI1E0M "ot HoE FFES
(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan ol 8E =0{= 7(Z)Y ofioll 1(EH) 74 of&te|

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua
kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau
lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat
7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan
RUPS.

Pasal 45 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3

(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat
mengajukan keberatan secara tertulis disertai
alasannya kepada Perseroan atas keputusan
pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
(2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan
jawaban secara tertulis atas keberatan yang
diajukan.

(3) Dalam hal Perseroan:

a. menolak keberatan atau tidak memberikan
penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
jawaban Perseroan diterima; atau

b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan
diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 46 uu 40/2007 & =2 - ## - 2007-08-16 A3

(1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan
anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan
Menteri.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan apabila:

a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1);
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b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang
diajukan kreditor; atau

c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan
berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Ae; =t
c. MAXIS A7} HHYE YH =22 Ay B
olsto] gRlolA 7|2tEl Ze

Pasal 47 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3 MNa7=
(1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal (1) gralixpe ol LIIXMEQ| ZIAo| &S TFE3F|
ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara Zo|= Z=Alo| 3|2 (penarikan kembali saham) =
pena.lrll;an :emball saham atau penurunan nilai ZAl omyto| o5} HiHO= Bt
nominal saham. _
. . . . 2) MA1SHAM ™st FAl9 F== S|AZF RHOfQlSH
(2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud ( )I ofl A T ﬂ7_1 | 2l= gh b7t ZHOH
A L 3|&sk &~ ol =Z0o| =A = 5
pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah F4 EE 2E = As SR/ FA0| oHstod st
= L =L =
dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham (3) &= el= FA Hdurtel 2Aste Z RS 2E
dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. Z4lof| cHstoy =#& U7 Stofof sict
(3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran (4) M3 HEt e HHIIE ClStE = 2E
kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap =zo| &0loz M22 N Q& £ qct
seluruh éaI;am dari ze‘tlé.lp klaz%fltas; sazam. (5) =Alo| =27} 1(581) E22 Wt ZH2, x=2
(4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Zla0| et =xES| Zols T xb= zbao st
dapat dikecualikan dengan persetujuan semua mxz3| Hojz olstod Hz|I} AlSfE 2t E= ZAlg)
. . . §§ b B I__ = O e =) =
pemegang saham yang nilai nominal sahamnya TTe = ° :30 - e T
dikurangi. DE FFo| AR B0l e Sogt @ & Ut
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang
pengurangan modal hanya boleh diambhil setelah
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua
pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang
haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang
pengurangan modal tersebut.
Bagian Kelima HN5E - FA
Saham
Pasal 48 uu 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 Al ANas=
(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama (1) 3IAte] FA2 AKXIS 0|Ec=z diEH=C
peTillaa. N , (2) F4 289 2H2 He| Aol o2t A Us
(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan Jl®o| N3 He Te 1 "8 % Qc}.

dalam anggaran dasar dengan memperhatikan
persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan
dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh
kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan
hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak
diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau
anggaran dasar.

Pasal 49 uu 40/2007 & =2 - ## - 2007-08-16 A%
(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang
rupiah.

(2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat
dikeluarkan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran
saham tanpa nilai nominal dalam peraturan
perundangundangan di bidang pasar modal.
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Pasal 50 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan
menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat
sekurangkurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang
dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam
hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau
badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham
atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan
tanggal perolehan hak gadai atau tanggal
pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

(2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib
mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat
keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan
dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.

(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat
dilihat oleh para pemegang saham.

(5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51 uu 46/2007 & =2 - &3 - 2007-08-16 A|3
Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk

saham yang dimilikinya.

Pasal 52 uu 40/2007 & =2 - &3 -
(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

2007-08-16 A|&l

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan
hasil likuidasi;

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang
ini.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang
saham atas nama pemiliknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi
saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang ini.

(4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak
yang tidak dapat dibagi.

(5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih
dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham
tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu)
orang sebagai wakil bersama.
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Pasal 53 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi
saham atau lebih.

(2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu)
klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah
satu di antaranya sebagai saham biasa.

(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), antara lain:

a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik
kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang
saham klasifikasi lain atas pembagian dividen
secara kumulatif atau nonkumulatif;

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham
klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan
Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 54 uu 40/2007 & =2 - 8% - 2007-08-16 A3

(1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai
nominal saham.

(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak
diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang
pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau
bersama pemegang pecahan nilai nominal saham
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki
nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari
klasifikasi tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi
pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55 uu 40/2007 & =2 - ## - 2007-08-16 A3
Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara
pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 uu 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 Al3

(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta
pemindahan hak.

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) atau salinannya disampaikan secara tertulis
kepada Perseroan.

(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas
saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut
dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan
ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan
pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam
daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak
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permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang
dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang
saham yang belum diberitahukan tersebut.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak
atas saham yang diperdagangkan di pasar modal
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.

Pasal 57 uu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan
mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada
pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau
pemegang saham lainnya;

b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau

c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham
disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali
keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58 uu 40/2007 & =2 - B - 2007-08-16 Al3

(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang
saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya
kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau
pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran
dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak
membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan
dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan
menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berhak menarik kembali penawaran tersebut,
setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham
klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1
(satu) kali.

Pasal 59 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham
yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau
penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima
permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak
memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan
dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham
tersebut.

(3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui
oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling
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N57=
(1) o= FAof cist A2| ojxof A5t chZ2

x|
Of=Ch. CHOF Aol &S M1g cs2o A2 I2{5HK|
ofL|5}ct.

N|58=

(1) Fao| = FZojH 1o FAS SF F7
FF EE 2 FF0I7 BMA NOSIES 275D
QUEC], Hoto] O|R0iE HHEE| 30(AA)Y O
50} OHUSHR| e oz U AL, o FEs

e FAE HM3XtoA MQtstd oHEg &= QUCEH.

= FFE STE HISIM HE 30(4)Y

Jlztol Rk Fols 1 xlotg

(3) M1zolN Wt SH =R
=2

FZFO|IA A etstojof Sh= 2

HN59=

(1) BlAbe| 7i@el solo] BoEH F4 @z| olme
sol w1 AR, slAle JIZo| 1 A2 oM
zol 232 we YHE A 90(FANY ojH
Moz Hojs|ofof sict

(2) M1golM Het 7|Zi0] RIg=Hl= BlAte 7|0l
Mol EYE six 2 F2, slAtel J|Be 1 F4
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lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60 uu 40/2007 & =2 - &3 - 2007-08-16 A|3 HN606=
(1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan (1) ZFAl2 =At0|0{ M52=0|M AT HEIE O
hak-s«?bagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada ASKIO| A E0{EICt.
PRI (2) FAle F@olM 2| "3t o B WA ==
(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan _ _
o . X ) ) O SFAlOF HEZ MIE = Ut
fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam
(3) @del Bol wiat SEE F4 @ == F4of

anggaran dasar.

(3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham CHgh mlFAloF HE= MS0z0AM Het =3 HEt
yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Ed HEo| 7[x{=|o{of TiCt
peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam (4) 2 EE= HOFAIOF &HEZ XNZ2= FAlo| CHsE

daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana oldAE X3 F=Fo|AH ULCt.
dimaksud dalam Pasal 50.

(4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan

gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada

pemegang saham.

Pasal 61 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3 He61x

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan (1) BE ===, ===35|, 0|Alg Ql/==

terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila ZINQ|RIBlo] ZHMo| ADE B|Ale| HCTistm MCHst

dirugikan karena tindakan Perseroan yang diangga = = =

tidai adil dan tanpa alasan wajar seiagii akiﬁitp APR = H22 ?‘JZFEIE =Rz elstol ?—OHE ue
: : . 42, XNLHR ZAE HHE A5 M7 AZ(7t

keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Qict

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) M

diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya (2) M1gollM ™Eet A AL AXXIE HEsts

meliputi tempat kedudukan Perseroan. Xl 2lof A 7|Bict. 16

]
Bl
N
n
S
=
=
o
ol
®
&
rr

16 @12 "Dewan Komisaris's of WolM FEITEA (ZARIRE, 2, A Hle TZAIE,
TOlARSl, , PR WIS TOlAL ). ®E X108X ML 0| 7|TIt OlAlBlY] AUS ST OlA

Pasal 62 uu 46/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3 AH62=

(1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada (1) BE ===, .2 Zt $o| HElZ =T =
Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang B|AL0l| 2BHE 7|X|= B|ALQ =X|of SHZ Z==U}
w?jar apabila yang bersangkute.an tidak menyetujui So|31X| OFL|SI= ZAS, B|AN| CHSIO] RfAle] =AlS
2ims bomsovoan or YEME MOTUETAN PENCEANE SN mumet s1Ho= ofbsiel B XS 2T M2l Uk
a. perubahan anggaran dasar; a. dao| #HE;

b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan b. Z|Ab &xtatel 50% (24 HUE)E He 7HAIE
yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh JtXl= SlAF RHAte] UE = BHE XF; =
persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. S48, AlAMEHY, ol = B,

c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau (2) M1 ABF Oz QT CHA Z=4lo| X37=
S H1g bZolM M3 At A}7|FAl KHoHQof 28t

(2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli qxo] BIEE ZIbse ZAS, BA= LID{X| =4lo|

M3xtol|l o5to] ojHE =2 w2istojor sich. 17

=]

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas
ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf
b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham
dibeli oleh pihak ketiga. DAN PENGGUNAAN LABA

17 g|=o| =%t 80f "Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan"i 0| QoA Ztzt TE=hd )
TaMEnE, , Tol%,, TEE, = 8o
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Bagian Kesatu
Rencana Kerja

Pasal 63 uu 40/2007 & =2 - B3 - 2007-08-16 A|3
(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan
dimulainya tahun buku yang akan datang. sebelum
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang akan datang.

Pasal 64 uu 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 A|3

(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS
sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja
yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan
Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana
kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana
kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan
Komisaris.

Pasal 65 uu 40/2007 & =2 - ## - 2007-08-16 A3

(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana
kerja tahun yang lampau diberlakukan.

(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga
bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum

memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam

anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

N1E - e

N63x=

(1) OIAElE CE ARIETH AISHEI7| Fof @izt
AP TYBict

(2) M1ZIN ot ASAHS ChS ARIAZ SIAL

22 FZ=o|M "sebelum"2 ZE& Tof| £0{ QUCt. 0] HHAYES "sebelum dimulainya tahun buku" (AFHSIZ= 7} A|&t=7| &of)
b

He64=x=

(1) M63=0lM Fot ATFAE2S YHM TYst= o
et ZHALIRS| = FFEE[0| MESE.

(2) F&2, MI1oM Fet o|AtE|7t MESH=

Ir

0

HIPAEo| ARG E= FFE39 SS =olof
St g o UGt i, EHEoM g2 2
d0ll= Z12{5HK| OfL|Sict.

(3) F&o| HFA=0| =552 &l2 Zotof
Siotn Het g2, O HFAE:2 A Z

HEE 7RO} BiCt,

H|65=

(1) OIARBI7}h Hl6AZOIN HEt ARAES XIE5HA
ofLiEt R, MHZo YURAO| N
(2) MUzo| HeAEe, eAgo] HE =L
MO M S92 O x| RE SlAtolE
LSS

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 66 uu 40/2007 & =2 - 3% - 2007-08-16 A3

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada
RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku Perseroan berakhir.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memuat sekurang-kurangnya:

a. laporan keuangan yang terdiri atas
sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku
sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan
perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan
keuangan tersebut;

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22

H2d - AXEDNM

66

(1) o|AtEl= EAte] AIPAE B2 T 50E 6(8)
7HE O|LHOll, ZARRIRE]S =

F==F3|0| MZEsict.

(2) M1golM Hst ARETME 24 CFF ALEE
EfOrof gict:

HlRE X, ST AlRGIEOl oA, HIEEE Y
RHEHSE, J2|0 1 MEHE tHet FAoE HAE
TAES MM E;
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c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku
yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris;

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji
atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi
keuangan.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit,
harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 uu 40/2007 & =2 - B3 - 2007-08-16 A|3

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota
Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang
menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan
disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal
panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang
saham.

(2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani lapozran
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara
tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh
Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan
dalam laporan tahunan.

(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

yang
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan
tahunan.

tidak memberi alasan secara tertulis,

Pasal 68 uU 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 Al3

(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan
Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit
apabila:

a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/
atau mengelola dana masyarakat;

b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang
kepada masyarakat;

c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

d. Perseroan merupakan persero;

e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah
peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
atau

f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dipenuhi,
disahkan oleh RUPS.

laporan keuangan tidak
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(1) Me6z= MI1etolAM Het AXREIM= i

AAAZO RHEIBE 2= OJAIR} ZE ZHARRIRIO]

-ID:‘ |'J— TZIS7|' === ‘/I\‘ UNE

B|AL AFR A0 HIX|BHCE.

(2) OJAb EE= ZIAIRIR & HM1EolM HEt
I

o 2+t

AXE DMO| MASEX| OfL|dh= A7 U= B2,
At O AFRE MUSZE H5{0F StHLL, O AIRE
O[AFR|Z} AXRIEIMO| HES= HEe| MHe=Z
HHSIC.

(3) O|AF EE= ZIARRIR & MlgtolM Fet

ARIE DMO| MASEX| O[St MEH2Z AtRE
HMIAISHR| OfL[gt X7t U= E2, siEXt= ARE MO
Ligd solgt A2z 2ot

-}
o
o

M

(1) o|Atgl= ch3el d At MEMEE HAIE
QEE Z oIS A AtOA XM E35to{oF BiCt:

a. BALS| AtY ES0| FF9 AFE 2eHH U/EE
283t Aol F=2;

b. AL ZB0H MFEBME Ldste R,

c. BlAZ} ZIHs|AlCl AL,

d. 3A7F FAQ3|At(persero) @l B2,

e. 3|AI7} Z A Rp50.000.000.000,00(500% FI|of)
o 7iX|ofl ol2& At Y/EE HY HE FUS
X d2 E=

f. HEol| 2osto o|RIt BitEls E2

(2) M1gollM Hst 2RIt ol =Xx| otL|st HL,
MWEMEE FF53[0| o|5t0] ™= K| ofL|stct

(3) M1gtollM HEt Sl AALL] ZAL 20t EXEs
O|AtZ|E S5t0f MESZE FFEF3|o| ANEsict
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(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik (4) M1& as, bs 2 cEHM HE MMENME =
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan CHRICHZ=E Qb 2QAHAME, ==Z35|0 B2 HS &
sica;a teIt:llslkepada TUES mela.1:1 I?liek51. 1(8h)7He] Aol Z st

eraca dan laporan laba rugi dari laporan _ -
W aporan ¢ P (5) RI4SIOIN HBt IRIAZE 2 LoiAAMe] Bos
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mxzalo] BMo Ho = Lolo o

=3|o| EI™=2 S 5 =i P L

a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan __'__'_°2| | &8s 22 = =0 7(2)e OfLHod
RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar. Stet.
(5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi (6) AM1g ezOM H™SH SHe| U HEHS=E
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling gl%l_l-c|-,192°
lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan
RUPS.
(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
19 o1z "persero"= M7x H|7& as9t 2to| 2YS|Al(persero) ) 2 f7ICH. M68X |18 d59| sHAMS MT7ZE MT7E az9|
side Ha2to St
%0 22 "Surat Kabar'(CHEXtZ 9l 80{)E (AE, 22 &t 0|F M82Z, M|95%, M112ZE Zrh.
Pasal 69 uu 46/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3 AN69=
(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan (1) MEMES A L ZIQY5|e U= HE HIE
laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan ZEHL MIXIHTIAM Q| &0l2 ==Z35|7} sict
Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. (2) MABHOIAM =3t MEMES 23X T AAXIE A
(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan 2olof 8 AMS 0| WE @/ MTo| Ao

persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan
dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

w2t "etet.
(3) M= MFHMEIL AtY

I cEL o/

Ir

=

(3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan LEsStE ALZ =2t ZF, O|AlRl ZAIRIAE &3 E
ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Q12 Xtof| cHsthod °1EH5|-0=| zHolg XICH
Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung (4) O|AIR} ZIAIRIRIS, 11 AtSto| XpAlol ez oldt
renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang 70| ofL|at= Ho| ¢ %EI AS, mN3sto|M Bt
dirugikan. ' . . . e 545H:|-.21
(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris EE e=
dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan
tersebut bukan karena kesalahannya.
21 22 Tpengesahan, 2 (persetujuan, (£9)nt Pl &H, 22 ZZCH. MITM S Q2 21, = AXEIMC
S0l ciiof| ZEE= Aoln, FFE3F|7t st #Rle S2l0|ct.
Bagian Ketiga H3E — 0|9 AtE
Penggunaan Laba
Pasal 70 uu 40/2007 @ =2 - #% - 2007-08-16 Al M70=
(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu (1) FAt= Of AMHAE #0]|2] = U™ ZHe
dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. ZH|Zo= ~2|5t0{0f BiCt.
(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana (2) MABHOIAM =Bt ZH|Z Xz o|== B|AT} 2 (+)
dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan
mempunyaipsaldoylab; iang positig. 2l ol%) TeHE Jkxl= ol M8
(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud (3) M1golM Hgt =oleje| MEe2 FH|IZ0| L=
hada ayat olEl 2 Zo| FA 20%(0l4 HME)O| 0|S
(1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling UH7kX| St
sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal (4) MI1SAHAM ™St =H|IZOZAM X3S0 ™Gt
yang ditempatkan dan disetor. Zolof| o}zl o|2X| REt HL, CI=2 ZH|Zoz Zgtst
(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & 9= A2 HASH= O|of|ot AR 2 QiCt
yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud
pada ayat
(3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian
yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
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Pasal 71 uu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 Al3 M71=
(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan (1) M70= N1EAA AT =H|Z Mzloo| AN
]l.Jmlah penyisihan untuk cadangan s?bagalmana ZESE 20|00 AIRS =Z=Z35|7} AANSEIC.
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh (2) M70= M1SIO|AM A3+ Z=H|Z MHe ZAEH
RUPS. -

59| 0|2 MELE, =ZZE3|0AM 22| Het= A2
(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi —|—0|= | |:|-_c'>_e _;_;o |01|l="| EE | st eT=
penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud Melstn, sigezM FolA EuEc
dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang (3) HM2eollM "ot BiEg2 2|ARE A(+)2] oY
saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain LS JiX|E ZAR0|oF 2HiE = UCt.
dalam RUPS.
(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai
saldo laba yang positif.
Pasal 72 uu 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 Al3 HM72=
(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim (1) A= ™M HEH A0 Sketo] 3| AL
sz.ebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang Ao E I =2 57| Mo =ZHIEE 2HiE £ Uct
diatur dalém angg?ran (?asar.Perseroar.]. . (2) MABHOIAM HBt ZZHITIO| SHIS= BAS| 2XFAH
(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud SoHo| s T Ltolsl XpEo| HEMZEHZS ofst

= SH = 2 s
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah cjo_‘m:l E; oEEe |_|_74o=lo: fj =

= C L|5t= =3 C
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil === }__1OfX|I|_O} Ist= 2ol & e f_
daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor (3) HM2golM et Szt 2= SARZE J oy
ditambah cadangan wajib. St RHFE o|HE = A = HU Z[Ate| &322
(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud gi5l5t= 202 7MiM = ofL| Z=Ioh.
pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau (4) =ZHiEte| 2EHi= m2& 2 m3&te] A
menye?l')abkan Perseroan 1.:idak dapat memenuhi . TE5H0], ZIAIYRE|e] &0le A2 = o|AlEel ZAEO
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan meb x st
TSR 5) AFHOIE =2 & FAlJE 2AlS ol Ho=
(4) Pembagian dividen interim ditetapkan (5) MHA= S8 = BAt 248 g2 HA2=

o = = cCleo == S|

berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh Selch 4%, oo EHiE SZMiEE FF7F St
persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan 2hEtsto{oF Bict.
ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). (6) =F7} M5EMM HEH SZHIES HHEE = 2=
(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata A, O|ALE|Q} ZAFRLE|= 3|Atel &4l cHatod
Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang oiCHslo] zMele ZICh,

telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang
saham kepada Perseroan.

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab
secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan,
dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan
dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73 UU 40/2007 & =2 - &3 - 2007-08-16 A3 MN73=
(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) (1) XZ2E 2I5t0{ Mzl HIE XZ2UEE 5(2)4o0|
tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk XLIEE £25|X| OlL|3 HiEIS EwZH|Zo|
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam oIS}

[ = gy .

cadangan khusus. _ _ _ _
. (2) F3&s|= M1soIM M3t SHZu|Zo| Y=

(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen _ _
HiEe| =3 HXIE Felrt.

yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) HMigolM ™ot EYUFEH|Z0| HY
(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan 7|12t St =H=X| otL|st HiE2 3
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak

[T 10 (A)He
| Hz|7t =lCt.

ul

> I
[e]

diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan
menjadi hak Perseroan.
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Pasal 74 uu 40/2007 @ =2 - 3 -
(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

2007-08-16 Al®

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

HN74=
(1) MR 2ojiN L/ HARAD Tistof
Al HES FASts BIANE AMEl U EF MU

O|&5tofofF Bhot.

(2) M1golM g8t Al 2 &d M2 3Ate
O|FEZM oitol HME FAte| HIB2Z AYED, O
olie dedut s2lde 125to] Bict.

(3) M1eolM "ot o|FE O|HSHX| OfL[St= FAh=
HEFo| 7ol w2t HMME 2=t

(4) Atz & =g Mo 5 ME AME2 YREYES=Z

getet.

Pasal 75 uu 40/2007 & =2 - &8 -
(1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan

2007-08-16 Al#

kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas
yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau
anggaran dasar.

(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak
memperoleh keterangan yang berkaitan dengan
Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan
tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
(3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak
mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham
hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui
penambahan mata acara rapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang
ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76 uu 40/2007 9 =2 - ## - 2007-08-16 A%

(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan
usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam
anggaran dasar.

(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat
kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara
Republik Indonesia.

(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua
pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui
diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat
diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22

H|75=
(1) FF835l=, o] HE ¥/=E= TH0M Tet &=
QHoilAM, OJAtE| L= ZEALRIRE|0f SO0{=|X| OfL|Bt

ABHS T}z,

=

(2) FF&3(9| TolM FF=, 23[9 znt #HEHED
B|Ake| offofl BiSHX| ofL|Sh= §F, OJAME| H/E=
dg ds H2|7t ULt

ol /
= thEl=la 2|9 etAe| FItof| Selste dR0l=
T12{3}X| OfL|3}Ct.

(4) =7tE 2l9| otdol| theh 2F2 TEAUX|Z
SQl=[0{oF BiCt.

]

HM76=
(1) FF83= gAH0M Yst= violl w2t 3ALe
SR E= BAE FEOAIY ESE2 St F20M
E=folie

(2) SMEAte| FFF3|= 3|Ate| FAo] &
Hef 2o AXHX[OM THEE

(3) M1g % H2go]

Z b

OIZUlAlotZEITe HE Qtof U0{of Bich
(4) FFEB80| RE FF7t ML Y/EE
Helsln BE FFJt SME oNE FFELE
MEste ol Solste @, FFEsS M3 Ha
FEg mestol ofclME HEE & Utk

(5) W4golMd Het FFE5= 1 FHO| BHEYURIE
solsls 22 Zms ¥ 4 Ut
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mengambil keputusan jika keputusan tersebut
disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77 uu 40/2007 & =2 - #3 - 2007-08-16 A|3 M77=
(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana (1) N76x=0M Het =352 7Hx 2o, FTFE3 =
dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan o= = _§§| VIR MBE ZF BED ES 2 T

melalui media telekonferensi, video konferensi,
atau sarana media elektronik lainnya yang
memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi THE I3 |-O1A-|"‘ g+ U

dalam rapat. (2) ¥54 Q7T M 2de o HEM Hs 2
(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan =l EEE SAF FaEoAM ™St 2Ao|Ct

keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur (3) M2EM AHE QAL HN|1stoA A =FZ3F]

dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur ZI7IRte| ZIOIE J|FE2 2 HAMSICH

dalam anggaran dasar Perseroan. (4) M1BtOIA HEH 2= =z=Z35|9| 74=|0| CHatois

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) o= m==xs 2I}xI} %._lgf;_ A‘|‘|:,§3J 5|0 ojAlE=S
dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). F
(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah
rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua
peserta RUPS.

Pasal 78 uu 46/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3 HN|78=

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS (1) =F&3= M7| =539 J|E TFE3|=2
lainnya. T EC},

2) RUPS tah jib diadakan dal j k kt _

(2) ahunan waji iadakan dalam jangka waktu (2) ®7| == £ E= 5 LoE 6(9)

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
berakhir.
(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua

N ool FHE(stojof Bt
(3) 7| =XEs0l= M66T XM2BOIA et BlAf
27} M&=|ofo} st

|
dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana AXEDMe 2E M =\
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (4) 7|t FFF3|= 3Atel o|dg It o et
(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu AN EX] JHEE = ULt

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79 uu 40/2007 & =2 - #3 - 2007-08-16 A|3 HM79=

(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan (1) OlAtElE =z=35| AZ2 HA HN78= H|2&t0of|M
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan Mot M7| =Z=Z35|9 N|78% N|4Tto|A XEt 7|E}
RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 =x=z3|2

ayat (4) dengan didahului pemanggllan F?UPS. (2) MABOIM m3t =FZ8|0| JHE = Ceo| QO
(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada

et et g 4 Uk

(1) dapat dilakukan atas permintaan: a. oZ4d Y= ™M FA &9 1/10(102<9 1)
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang O|&2 & tiEst= 1(8h)Ql ol&e| =F. ¢t
bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau dzo| JECcH &2 £ FHste d20l= 25t
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, ofL|5lct; =

kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang b. ZA}S
lebih kecil; atau

N (3) HM2&ollM Mot 232 O AIfE AEFSHo
b. Dewan Komisaris. =s|1emoz o|Alo] MBSkt
(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SliTE—= ==
diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat (4) HM3oM Fst S7|LHO| FF0f| 25t HE= =
disertai alasannya. 42, O AHEe HArRIREof S8t
(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) O|AtElE F=FE3 7z 2¥8 ™Mot HEH
(3) yang disampaikan oleh pemegang saham S0lE 15(Al2)Y o|LHof| F=FE3|E A ZISto{of st
tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. (6) O|AFE|7} M|5SIOA HEH =T=Z3 AZFS 51K
(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam olL|Et= He,

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari

: . i a. M2 asolM "ot FFE3E MR QEE T
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan L

RUPS diterima. ZALRI R Bl0 METtot; =
(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan b. ZIAIRIS|= H2& bSHAM HSH FTFEIE 242
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), AFSICE
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a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali
kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri
RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima.

(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan
panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara
rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
(9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris
berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya
membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk
pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal tidak menentukan lain.

22 9= “syrat Tercatat" (CH2XZ MOl 20f)

i

Pasal 80 uu 40/2007 & =2 - B - 2007-08-16 Al3

(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan
ayat (7), pemegang saham yang meminta
penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk
menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan
sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan
mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan
Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk
menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir
telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi
dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk
diselenggarakannya RUPS.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan
mengenai:

a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan
permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan
RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang
persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta
penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa
terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau
anggaran dasar; dan/atau

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan
Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan
dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara
sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon
mempunyai kepentingan yang wajar untuk
diselenggarakannya RUPS.
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(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai
pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri
menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan
memperhatikan persyaratan pengumuman akan
diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk
penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam
peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.

Pasal 81 uu 40/2007 & =2 - B3 - 2007-08-16 A|3

(1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang
saham sebelum menyelenggarakan RUPS.

(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham
berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82 uu 40/2007 & =2 - &8 - 2007-08-16 Al3

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal
RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat
Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan
tanggal RUPS diadakan.

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang
saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan
ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika
semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut
disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83 uu 40/2007 & =2 - B3 - 2007-08-16 A|3
(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan
RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman
mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.
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Pasal 84 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu
hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku untuk:

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh
Perseroan;

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak
perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
atau

c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan
lain yang sahamnya secara langsung atau tidak
langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85 uu 40/2007 @ =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan
menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham
yang dimilikinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa
hak suara.

(3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan
oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham
yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda.

(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) .

(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam
RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak
berlaku untuk rapat tersebut.

(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak
hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan
UndangUndang ini dan anggaran dasar Perseroan.

(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86 uu 40/2007 & =2 - 3 - 2007-08-16 Ald

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali
UndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS
kedua.

(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan
bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum.

(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
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diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah
kuorum yang lebih besar.

(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan
dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum
untuk RUPS ketiga.

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa
RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan
kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan
negeri.

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai
kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS
yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87 uu 40/2007 & =2 - #% - 2007-08-16 A3

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui
lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang
dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan
adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju
yang lebih besar.

Pasal 88 uu 40/2007 & =2 - B3 - 2007-08-16 A|3

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan
kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan
RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat
paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau
diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika
disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali
anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang
lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat
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(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9)
mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran
dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89 uu 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 Al3

(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan
pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam
rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah
jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali
anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan
RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS
kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau
ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan
RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat

(5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9)
mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran
dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 90 uu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib
dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut
dibuat dengan akta notaris.
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Pasal 91 uu 40/2007 & =2 - 3% - 2007-08-16 A3
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang
saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis
dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 92 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau
anggaran dasar.

(3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang
anggota Direksi atau lebih.

(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan
dengan menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat
pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan
Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua)

(5 ) Dalam hal Direksi
terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,
pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara

orang anggota Direksi.

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS.

(6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
pembagian tugas dan wewenang
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan

(5) tidak menetapkan,

Direksi.

Pasal 93 uu 40/2007 & =2 - ## - 2007-08-16 A3

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi
adalah orang perseorangan yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis
yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang
disimpan oleh Perseroan.
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Pasal 94 uu 40/2007 @ =2 - §8 - 2007-08-16 A|#

(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi
dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b

(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu
tertentu dan dapat diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan
dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan
anggota Direksi.

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga
menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai
berlakunya pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi
tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian,
dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib
memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak
setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan
yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang
belum tercatat dalam daftar Perseroan.

(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan
oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya
sendiri.

Pasal 95 uu 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 Al3

(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota
Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya
pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan
dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan
atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi
tanggung jawab Perseroan.

(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas
nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya
batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab
pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi
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yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pasal 96 uu 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 A|#

(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan
anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan
RUPS.

(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan
rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97 uu 40/2007 & =2 - 8 - 2007-08-16 A|#

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat
(1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan
itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh

secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota
Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat

(3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap
anggota Direksi.

(5) Anggota Direksi tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik
dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul
atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri

terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau
anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan
atas nama Perseroan.

Pasal 98 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|#

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun

di luar pengadilan.
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1
(satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan
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adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan
lain dalam anggaran dasar.

(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak
terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau
keputusan RUPS.

(4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99 uu 40/2007 & =2 - B8 - 2007-08-16 Al3
(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili
Perseroan apabila:

a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan
adalah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; atau

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100 uu 40/2007 2 =2 - 38 - 2007-08-16 A|3H
(1) Direksi Wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus,
risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;

b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Dokumen Perusahaan; dan

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen
keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan
Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di
tempat kedudukan Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham,
Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk
memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus,

risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah
RUPS dan salinan laporan tahunan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101 uwu 40/2007 & =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H
(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada
Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota
Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya
dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk
selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
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(2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung
jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan
tersebut.

Pasal 102 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 Al
(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih
Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau
penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh
Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha
Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat
Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan
hukum tersebut beritikad baik.

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan
tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku
bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103 uu 40/2007 2 =2 - 83 - 2007-08-16 A|3H
Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1
(satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau
kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan
melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang
diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&

(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan
pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan
niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan
tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian
Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar
seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan
tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung
renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban
yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah
atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota
Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum
putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas
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kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,
kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang dilakukan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah
terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi
dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan
gugatan pihak ketiga.

Pasal 105 uu 40/2007 @ =2 - &3 - 2007-08-16 A3

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-
waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan
alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
diri dalam RUPS.

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu
terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan
diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum
diambil keputusan pemberhentian.

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas
pemberhentian tersebut.

(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);

b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3);

c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106 uu 40/2007 & =2 - 8 -
(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk
sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan

2007-08-16 Al

alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada
anggota Direksi yang bersangkutan.

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang
melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara
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harus diselenggarakan RUPS.

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri.

(6) RUPS mencabut atau menguatkan pemberhentian
sementara tersebut. keputusan

(6) FFE3)= 1 YA s AE M5t
ol sict
) i Zmg solst &

(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan FZ=E3|7t JHF[=|X| OfL|GtALE FFE3]7 =

pemberhentian sementara, anggota Direksi yang = = 42, O YAl s FEIt E=o.

bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. (9) Z7H3|Ato]| CHStoi= A4St 2! XN|SEHO|A X st

(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ==Z3|9 J|Z|0f KH=A|RF 2ofo| HEo| FAO|

telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Zﬂ§§§QE+.23

tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat

mengambil keputusan, pemberhentian sementara

tersebut menjadi batal.

(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8)

berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal.

23 o= =zHo| 0| &2 Zo0| ".pemberhentian sementara tersebut. keputusan"©Z 0{20| O|Etsl QUC}. 0| HAL "RUPS

mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara" (FF&Es|= I UA| s HEHEES Hs|otAHLE EQlstot)

=MEZ ALt

Pasal 107 uu 40/2007 & =% - 33 . 2007-08-16 A|3 AM107=x=

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai: HIo M= Ch=20f| zst #EE ™otct:

a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi; a. O|ALQ] AFQY Ex};

tl). tata Zara pengisian jabatan anggota Direksi yang b. OJAlS] ZMS FHe= x}: I

owong; dan -

c. piﬁak yang berwenang menjalankan pengurusan dan c. == OJARE XIZo| AL SAl szl Z20f
BAte] AHE ™5t SAE oiEe ATl Us Xt

mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota
Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk
sementara.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Pasal 108 uu 40/2007 2 =2 - 38 - 2007-08-16 A|3H
(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha
Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan.

(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang
anggota atau lebih.

(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1
(satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris.

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan
dengan menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat
pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan
Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua)
orang anggota Dewan Komisaris.
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Pasal 109 uu 40/2007 2 =2 - 38 - 2007-08-16 A|3H

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan
Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah
atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi
Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran
kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan
agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110 uu 40/2007 & =2 - §8 - 2007-08-16 A|#

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan
Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5
(1ima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis
yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang
disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111 uu 40/2007 2 =2 - 3 - 2007-08-16 A3l
(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta
pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2) huruf b.

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka
waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris serta dapat juga mengatur tentang
pencalonan anggota Dewan Komisaris.

(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
tersebut.

(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai
berlakunya pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris,
pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai
berlaku sejak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian,
dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi
wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada
Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

X|109%

(1) Afzlot =0l et Aty &
ARSI E F= 20 Arz|otzt
Pengawas Syariah)E& 5S0{0f
(2) HM1gtollM ™et AfZ[otd=2IREl= 2l=uAlo}
22t0tg el gl (Majelis Ulama Indonesia)2

w2t FFE37F Mst 1(8h) 2l o|Ae| Afz|of
HE72 P ECEH.

(3) M1gtollM HSH Af2|OtA=2 R3]l OfAE[Of|

AT o|AS MBst BlAle] &S0l Afzlot Ao
SESIEE USste URE A

| 9/Es 28
Hen mE HiE Mus ¥ duge A
S

(2) ®M1goIM M3t 24 FHL, A U= 2T
Jlmo| @Yol met £7t 248 Y JHs48

ofL|Btct.

M111=x=

(1) ZAIEe ZFS37t Msict.
(2) Zz9| ZAISIY MS MBZ 28 bsolM H3
MEEMoA
(3) ZAIRIRS YHSH 7|2t SO Melsn MUY %

ULt

AMals

i

T
AN
e
1)
rol
i

4o I

[40

o

x

ne

El Bk
o

:Og
O

(5) ZtA 201
dge 1 Mel, TN Y sielol &3 W AIE
x5t

(6) F=Z3|7t ZAglglel Mel, @Al L silel &
a |

o
2y
El
(u}

T -
0=
o
o

sid2 FFS27t wlslE eEE 3o

| &
(7) ZARIRS M, wd % sidol U= B2,
OlAtEl= AL HERO SMEZSE O BHds g
FFE3 2TLRE =0 30(a) Y oL

Aol 7l SXI5to{oF StCt.
(8) M7&0llM FEt SX[7t of= o|FOo{X|X| OfL|Bt
a2, &2 OlAE[7t F&oA MESH= o|F2

AR AE] 7 Bgo| 25t 2E SXE ARSI

47 |12



UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak
setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan
Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada
Menteri oleh Direksi.

Pasal 112 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H
(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum
sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau
Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan
tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diketahui, Direksi harus
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan
memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat
dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris
sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan
menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan
Pasal 115.

Pasal 113 uu 40/2007 & =2 - #3 - 2007-08-16 Al3
Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan
oleh RUPS.

Pasal 114 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H
(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas
pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat

(€N

(2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan
itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab
dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian
nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung
jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

(4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua)
anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara
tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan
Komisaris.

(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
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(5) ZARIR2 CHE2 U8Y = U= & HM3EAM

et &aljof| chstol MAS 22 5 ULt

a. 2[Ate] o|= 2|5to{ d2(1 S[Ate] FHof| w2t
Moot MEetez ASE FUSIRUClE A
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a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik O|ALS|0| =AHE M ESIC= A

dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan (6) BlAle| 0|22z, 9AA Y= XA =4l E29]
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 24 1/10(1059 1) HES Este ===, 349
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik statolgle

. ) L= EfSIOZ SA0| &HE T2
langsung maupun tidak langsung atas tindakan o1
o AN

HbEH 2 ABE &
pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan ALy M 5

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian
tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena
kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian
pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115 uu 40/2007 & =2 - &8 - 2007-08-16 A3 AN115=x
(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan (1) O|ALE|7t Sdlist= AAO| CHSE ZH=0lM
atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan ZIQ|SI5|0 THQ L EfOIO = mMAMO| HRAHSITI, B|Af
pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan MAK| T DHAIOZ OBt BAlS] DE MBE HR|SH|0
o
Nk

=
oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cuku - _
Y P E25HX| ofL|et 2, EE ZAIAEZ otz HA = K|

OfL|et XSOl CHSFO] OJARRb BHAl QiCHSIO] HMUS

untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat
kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris

secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab Zict.

dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum (2) HMigollM Mot Mele, ot M1 ZFo| MIE7|

dilunasi. M 5(2)4 o|Lfof o|o| xHZISFK| OfL|stA| =

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ZIAFR| QoA E M=),

1) ber]_.aku juga} bagi anggota Dewan Komisaris yang (3) ZHAIQ2e CleS o=st & Q= AL X150

sudah tidak m?n:!aba’F 5 (lima) tahun sebelum putusan X5t B|AFQ| At CHSI0] oS & HS oTHIS £

pernyataan pailit diucapkan. olct:

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai RATES

pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan a. 1 mtibo] Apilel mpe Es EfRteZ QIFH Ao

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat ofL2l= A;

membuktikan: b. 3|Ate| o|elg fIstod 21 B|Ate| =Xoi et

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau Mo|Q} AlEEloZ ZI=E QRE AFHSIQIC=s A ;

‘alaledenme: c. DHAHE JtME olAtElel FY EAloll chstod

b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad ANEHMOZE ZIMHMOZE JHOIN O[5 7t SiCh=

baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan 2. al

dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; ~r _

c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik d. mtito| Zds US| f5to o|AtE|o =S
MSstict= A

langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan
kepailitan; dan

d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk
mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116 uu 40/2007 & =2 - 33 .- 2007-08-16 A|3Y AMi116=x=
Dewan Komisaris wajib : ARS8l = Cf=2E 50{0F SiCt:
a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan a. ZIAFQ|RE| 3o QAR =bA gl T Al=9o| Hat:
o b. ST SIALSL CHE SlAMOIMSl XfA L/EE JEEo
b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan Z, =

° P £ i FAl A0 BE BlAtolel 21 Y
sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan Iy Soje = sl Sl ojo -
tersebut dan Perseroan lain; dan ¢ e AIMAE & w88 25 ARl 28
c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang FEEo(0fe] En
telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau
kepada RUPS.
Pasal 117 uwu 40/2007 & =2 - &8 - 2007-08-16 A8 Mi117=
(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian (1) MTME, O|ALE|7t EXEH HESAE Shof
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan QUOIA ZFAIRI B0 &0l e HXZ N ZE ASS

persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam
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melakukan perbuatan hukum tertentu.

(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan
pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau
bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap
mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam
perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H

(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS,
Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu.

(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu
untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan
pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan
kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak
ketiga.

Pasal 119 uwu 40/2007 & =2 - 2007-08-16 A|3H
Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis
mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan
Komisaris.

Pasal 120 uu 40/2007 9 =2 - §8 - 2007-08-16 A|#

(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya
1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan
1 (satu) orang komisaris utusan.

(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak
yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama,
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
lainnya.

(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

(4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan
dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan
tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan
Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan
yang dilakukan Direksi.

Pasal 121 uu 40/2007 2 =2 - &3 - 2007-08-16 A3l
(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat
membentuk komite, yang anggotanya seorang atau
lebih adalah anggota Dewan Komisaris.

(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
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Pasal 122 uu 40/2007 9 =2 - §8 - 2007-08-16 A|#

(1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan
Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri
berakhir karena hukum.

(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih
dahulu.

(3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),

a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan
atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada
Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan
hasil Peleburan;

b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau
meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham
Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan
hasil Peleburan; dan

c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan
diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal
Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

"Penggabungan, 2 st 3|At7} Ct2 3lAt| XXl &=
Aoz ZACH. o] HES F 80 Mz2 FHelstn UeH
8 X|l=, , meleburkan diri; = TAIMEHOZ SHXX|=,
Thasil Peleburan, & TAlMEtHoz Mel=El |, o= =|isict

Pasal 123 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&
(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri
dan menerima Penggabungan menyusun rancangan
Penggabungan.

(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan
yang akan melakukan Penggabungan;

b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang
akan melakukan Penggabungan dan persyaratan
Penggabungan;

c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan
yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan
yang menerima Penggabungan;

d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan
yang menerima Penggabungan apabila ada;

e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga)
tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan;

f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan
usaha dari Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan;

g. neraca proforma Perseroan yang menerima
Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan
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yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak
setuju terhadap Penggabungan Perseroan;

k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta
gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima
Penggabungan;

1. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan
hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan;

n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan
Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama
tahun buku yang sedang berjalan; dan

o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan
Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada
RUPS masingmasing untuk mendapat persetujuan.

(4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan
Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam
UndangUndang ini, perlu mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan
Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan
perundangundangan di bidang pasar modal.

25 912 ns=  TPenggabungan diri, (E48Y XHH|)=2 ZuC
Fg=gtds staxt st 3lAb 2 RZch. 29 Jrizel =3

Pasal 124 uwu 40/2007 2 =2 - &3 - 2007-08-16 A|3H
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123
mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan
meleburkan diri.

Pasal 125 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&
(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara
pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan
dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui
Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang
saham.

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan.

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap Perseroan
tersebut.

(4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan
hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum
melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus
berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum
kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89.

(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui
Direksi, pihak yang akan mengambil alih
menyampaikan maksudnya untuk melakukan
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Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan
diambil alih.

(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan
Perseroan yang akan mengambil alih dengan
persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun
rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-
kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang
akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil
alih;

b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang
akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan
diambil alih;

c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir
dari Perseroan yang akan mengambil alih dan
Perseroan yang akan diambil alih;

d. tata cara penilaian dan konversi saham dari
Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham
penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan
dilakukan dengan saham;

e. jumlah saham yang akan diambil alih;

f.

g. kesiapan pendanaan; neraca konsolidasi proforma
Perseroan yang akan mengambil alih setelah
Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak
setuju terhadap Pengambilalihan;

i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban
anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari
Perseroan yang akan diambil alih;

j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan
Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian
kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada
Direksi Perseroan;

k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan
hasil Pengambilalihan apabila ada.

(7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan
langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada
ayat

(7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar
Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak
atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh
Perseroan dengan pihak lain.

Pasal 126 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan
kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan
Perseroan;

b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
dan

c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap
keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

>
=

22
o IO >
o
k1
A
o
rr
ol
>
1o
=)
>
ol
o
ro
4>
n
rr
ol
>
10

>

4> 10 I -
>
J0
_\-'9
x
(3

_O'ﬂ
El
Pal
SE
rr
i~

[
>

4
n
rr
lob
>
|0
ot

)
X
12
n
2
o
l
£l
(o)}
(o)}
o
0@ [0
Q

ol
lo
£
\J

M
>
0 o 4

Y LN
>
Il

Il i

1z
0

0 o o
> .
lo [
o
>
L}

U X
El
rio
H

T__
T

i
M
>
1o

poa Hhoo
%

mn re

ro

oL =
e
=
=2
i
0x
o
Ral
1)
r
5&
rr
ol
+
1o
H
o
i
Ral
o
o
ml

pg g
ikl
{0
10
A
do
i
n
o
10
40
i
1

> N U
N
o
H
ol
o

MN126=
(1) B58Y, AMEY, olf m= 2ato] HEHL
Ch2el olog ReI5to{oF BiTt:

0
3|Atel A

r
2 7 ol Atel mHEL; o
O;

2&tof| st =535 ZAolof| FMSEX|
Me2z=0M HEH X
(3) M2gollM Hst AHe

=
Ol = 2o A HXE STHAIZIX| OfLIEIC,.

53 /M2



UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan
haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak menghentikan proses pelaksanaan
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan.

Pasal 127 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H
(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah
apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87
ayat (1) dan Pasal 89.

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan
paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan
mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari
Perseroan yang akan melakukan Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang
berkepentingan dapat memperoleh rancangan
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak
tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS
diselenggarakan.

(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada
Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat

(2) mengenai Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan
rancangan tersebut.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan,
kreditor dianggap menyetujui Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal
diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh
Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam
RUPS guna mendapat penyelesaian.

(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat
dilaksanakan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis
mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka
Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari
pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 125.

Pasal 128 uu 40/2007 2 =2 - 38 - 2007-08-16 A|3H
(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah
disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

M127=
(1) &9, AMMEY, o Es 280 a6t
FFF3| Zo = M7= M1g 2 M89x2o| wHof et
O|R0{Zl A2 FEs5tCt
(2) &Y, MMEHY, o EE 282 StUXt St
S|Ate| OfAtElE AEote| o2 A 1(8h)7He
YZHAZ (Surat Kabar)oll Zxsto{of sto, S,
MM, Q= EE BEEE SR St= F[ALS
AN MH2Z2 Z15t040fF 5t0, Ol FFES AF
30 (M) Y ®WEX| Stofof BTt
(3) A2goM ™st 10ll=, olsHEAelo] ZTULE
FFE3| JN=|UIR| F|AtL] AFRAOIM EEY,
MM, Qi e BE AEog s &= Urtkes
SXE EZEECH
(4) MAXt= M2eoM ™ot 210 F 0= 14(MAPH
2 o[Lfoll, T AEQto| wE EEd, MAMEHE, ol
e 280 sto] 3Atol| o[2lE M7|E £ UCt
(5) M4gtollM ASH 7|12F LHoll RHAXIZE O[2l&
MZ|stX| ofL|st A%, MEAX= SFEY, LMY,
Ol &= 2E0| =S98t A2 ZErf
(6) M4gtollM HEH RHAKXLL| 0|97t FFEF3|
W= A7EX| o|AtE|of 2lsto] SsHEE £ gl d<*, 1
olele sHZE 7| flstoy =FF3of| M E=[ofof Sot
(7) ™M6stollM At siZ0| o|FO0{X|X| ofL|ste S¢t,
ey, MMEY, o £ 2E2 AE £+ glct
(8) w2gt, M4ag, M5%, Mest U X7 ™St
=

Mgt
H|128=
(1) FFEBS7F A% S48y, MY, 0% ==
S8 75or2 259 YoM SIZulAolo{2 AEls
BB, AMENY, ol =i 28 SMo| miCt
(2) FFERHE HY 0|R0IKE F4 A% BME

54 /12



UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

bahasa Indonesia.

(2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan
langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan
dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia

(3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian
Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H

(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan
pada:

a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan
persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1); atau

b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang
perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai
perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan
harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat
dalam daftar Perseroan.

Pasal 130 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3
Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan
permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil
Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4).

Pasal 131 uu 40/2007 9 =2 - §8 - 2007-08-16 A|#
(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib
dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada
Menteri tentang perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan
secara langsung dari pemegang saham, salinan akta
pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada
penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang
perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132 uwu 40/2007 & =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan
Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan,
atau Pengambilalihan.

Pasal 133 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&

(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan
atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib
mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam
1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang
sahamnya diambil alih.

Pasal 134 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan,
Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 135 uwu 40/2007 2 =2 - &3 - 2007-08-16 A3

(1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pemisahan murni; atau

b. Pemisahan tidak murni.

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua)
Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan
dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut
berakhir karena hukum.

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan
pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1
(satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima
peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan
tersebut tetap ada.

Pasal 136 uu 40/2007 2 =2 - §8 - 2007-08-16 A|#
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 137 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&
Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga
bagi Perseroan Terbuka.
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Pasal 138 uwu 40/2007 2 =2 - &3 - 2007-08-16 A3
(€]

(2)

(3) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan data atau

keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan
atau pemegang saham atau pihak ketiga. Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara tertulis beserta
alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan
oleh :

a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili
paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan
perundangundangan, anggaran dasar Perseroan atau
perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk
mengajukan permohonan pemeriksaan; atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu
meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam
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RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau
keterangan tersebut.

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau
keterangan tentang Perseroan atau permohonan
pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan
tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar
dan itikad baik.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup
kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal menentukan lain.

26 9= X 2EEO|M H138zE & EX|

(FEE:

F(1),
"Pemeriksaan .. dugaan bahwa: a.

TPermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .. diajukan oleh: a. b.

M2gg 7i27]1 Flo| M4ago|

O|O|X|Z =telo| Zsirt.

Pasal 139 uu 40/2007 2 =2 - 38 - 2007-08-16 A|3H
(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau
mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138.

(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat

(1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut
tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau
tidak dilakukan dengan itikad baik.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua
pengadilan negeri mengeluarkan penetapan
pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga)
orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan
tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang
diperlukan.

(4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan
akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan
tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak
memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang
dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.
(6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib
memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk
pelaksanaan pemeriksaan.

(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan.

Pasal 140 uwu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A8

(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua
pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk
pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
(2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan
laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan
Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.
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Pasal 141 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 Al3
(1) Dalam hal permohonan untuk melakukan
pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri
menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibayar oleh Perseroan.

(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan
Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh
atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota
Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN
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Pasal 142 uwu 40/2007 & =2 - 33 -
(1) Pembubaran Perseroan terjadi:
a. berdasarkan keputusan RUPS;

2007-08-16 Al

b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan
dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup
untuk membayar biaya kepailitan;

e.

f. karena harta pailit Perseroan yang telah
dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang; atau karena dicabutnya izin usaha Perseroan
sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan
oleh likuidator atau kurator; dan

b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum,
kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan
Perseroan dalam rangka likuidasi.

(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan
keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang
ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau
dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan
pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk
likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
(4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan
dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan
pemberhentian kurator dengan memperhatikan
ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi,
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anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung
jawab secara tanggung renteng.

(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban,
tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi
mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

a ropAkel X 2,

Tkepailitan dicabut, =
1 Fizin usaha, =

Finsolvensi, & XZ2ES

Pasal 143 uu 40/2007 9 =2 - §8 - 2007-08-16 A|#
(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan
Perseroan kehilangan status badan hukum sampai
dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban
likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.

(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar
Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di
belakang nama Perseroan.

Pasal 144 uwu 40/2007 @ =2 - 83 - 2007-08-16 A|3H

(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10
(satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran
Perseroan kepada RUPS.

(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah
apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

(3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang
ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 145 uu 40/2007 2 =2 - 38 - 2007-08-16 A|3H
(1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum
apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang
ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya
Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan
likuidator.

(3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum
baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu
berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran
dasar berakhir.

Pasal 146 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&

(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan
atas:

a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan
Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan
melakukan perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan;

b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan
alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;

c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan
Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak
mungkin untuk dilanjutkan.

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga
penunjukan likuidator.
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Pasal 147 uu 40/2007 2 =2 - 38 - 2007-08-16 A|3H
(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran
Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran
Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran
Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara
Republik Indonesia; dan

b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk
dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan
dalam likuidasi.

(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar
dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;

b. nama dan alamat likuidator;

c. tata cara pengajuan tagihan; dan

d. jangka waktu pengajuan tagihan.

(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi
dengan bukti:

a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan

b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148 uu 40/2007 2 =2 - 3 - 2007-08-16 A3l

(1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum
dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi
pihak ketiga.

(2) Dalam hal likuidator lalai melakukan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak
ketiga.

Pasal 149 uu 40/2007 9 =2 - §8 - 2007-08-16 A|#
(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan
harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi
meliputi pelaksanaan:

a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang
Perseroan;

b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara
Republik Indonesia mengenai rencana pembagian
kekayaan hasil likuidasi;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada
pemegang saham; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
pelaksanaan pemberesan kekayaan.

(2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang
Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan,
likuidator wajib mengajukan permohonan pailit
Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan
menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui
identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan
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dilakukan di luar kepailitan.

(3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas
rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari
terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat

(1) huruf b.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator,
kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan
negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

29 o222 T60 (enam) puluh hari; 2, =5 oo
Juiz 1 27| =8 Teo(SH)Ys 2 7|1, S o9

60 (enam puluh), O|C}.

Pasal 150 uu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A|3H

(1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147
ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator
dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal penolakan.

(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat
mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran
Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 147 ayat (1).

(3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal
terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang
diperuntukkan bagi pemegang saham.

(4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah
dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat
tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator
untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi
yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa
kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang
diterima terhadap jumlah tagihan.

Pasal 151 uwu 40/2007 @ =2 - 88 - 2007-08-16 A|3H

(1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149,
atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas
permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat
mengangkat likuidator baru dan memberhentikan
likuidator lama.

(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan
dipanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 152 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&

(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau
pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi
Perseroan yang dilakukan.

(2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas
atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

Fenam; (6)8F U7

Tenam, 2t Q= /A2 H7

HEE Z2, MARNE HRURE S0l 60(SA)Y
F

O[LHO|l X|gtHSlof A2 M7|8 2 Uct.?d

fpuluh, (A e Zs
= Z

=

N|150=

(1) M147z= HM3IM "B 7|ztof| 5o MAS

MOSR 2Lt o|= Hitelof| 2fsto] HEE MAX=

HEURE £0{= 60(SH)Y ool XLUHRM &S

H7lg = ULt

(2) otz xAS MISHK| ofL|st MAX= M147=

M1gol M Fek BAF sat STNURE 2(S)H olufo
i

ALHAES Sslo

(3) HM2gollM Het X =2 FF0A
HigE 4 2ot 2 mao] e ol & & Ut
(4) &b 2ot g2 mitol ojol FFoA 2HHE AR
M2go M Fet AR M0 U= FR, RAYHBES
FukoloflAl ojo] FFof|7l 2HiE it 2 H2 M
B ot s Yetot

(5) FF= mM4aggoM Fat ok 2ot 2 [Mutg,
22 A XA ZHe| H|Z0l| B[St Hhekstofof
stet

N|151=

o
& gle Fe, olsHmAelel A = ZAC A
meh, AgEAze MEe FAelg Yystn 7|E
Huolg siyg & ot

gl__l
o
tol

AL Eaboll ciisto XAl
ERS
AL Eabol| chtod

of s Zct.

°

2

_QE

p

A

rr
4 >
02 o 0
o e
ol J)vh
o M0 g

o
In
rH
>
-
~~
>
QO
-~
K.
3
iel
@
=}
0o,
QO
=
QO
n
N—

61/112



UU 40/2007 - koreadesk HZ| = H|Z4] S8H2

(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri (3) MAOIS =z==35|7} HMAOIOfH ZHQ! SHA| 2! OHzH
dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam (pelunasan dan pembebasan)& H0ist & L=

Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan #1900 XFAIO| X|HB HAIOIO| =HO]
= () o oo —l =

2=
A SXIstn it HXR2 HF AntE L=

31151040 BiCt.

pembebasan kepada likuidator atau setelah
pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator
yang ditunjuknya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (4) HM3EgolM ot &2 1 MAUo| ZSEAL
to Hfot=S0{Zl ZRHQIOIAI = HEEICH.

10
ol

berlaku juga bagi kurator yang

pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim (5) HN|I3& 2 FNastoA ™et ™ol 5= 5,
pengawas. TS slAlel Ol X9l SEES 7IS5tD SIAL FEOIA
(5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum S|ALe] A2 AMK|BICE.
Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar (6) K5SI0IM HBt FHS o5ty AABHY El
Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud C o

) : =2 QIst sAte] Hol X|fl ER0= MEECt
pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (7) ™M3g A MagolM Fet SXiet 1= Fitel
berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum = oAQlel Mol FFEE|, HE L= ASEAM
Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau o|5t0] EHOLS0{Zl HHEE S0{E 30(AMADN Y O|LHo|
Pemisahan. Stojof sttt
(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana (8) ZtT2 3F|AIS| HHOl X|Q ZEEE QT Uy|A|ot235H=2
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam oHel (Berita Negara)ol ZTsic

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban
likuidator atau kurator diterima oleh RUPS,

pengadilan atau hakim pengawas.

(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan
hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Pasal 153 uU 40/2007 9 =2 - J§H & BH(20078 29i) H|153=

Ketentuan mengenai biaya untuk: CI2E2 2Ist H|80f &st #d2 MEZHo=Z Mt
a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; a. BAF ©Z AIRQ 29012 o= ZH:

b. memperoleh Perseroan; keputusan pengesahan badan b. 3lAle] HHol o7} AXS o= .

il . c. BB #F 29 FE Y= A;

c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan 3

anggaran dasar; d. 2AF HE L} 3|AF AtEO| el HEE H= A,
d. memperoleh informasi tentang data Perseroan e. O] HEOIM 2/RstE QIzUAlotZSHE ZE
dalam daftar Perseroan; (Berita Negara) 2! ZE HEE=oe =1;

e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang f. SIAte] Hol QI7} tEE= SlALel M HZA SOl
ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan T5E AT AR AFRES o= 31'-30

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan

f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai
pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan
perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

30 92 2xp 2E=0 bz E2 b. memperoleh Perseroan; keputusan pengesahan badan hukum; 2, [Perseroan;, 7| &
=z7toll 77101 Uct. cE2| memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; 2} M|130=2| [pengesahan
badan hukum Perseroan; E&0| H|ZF0{ Tkeputusan pengesahan badan hukum Perseroan; 2| 0{£0| =& IHUM O{RLt
Hoz 21 g M3 olof R T3Atel ®ol olyf AFE e AWy 22 FZCh. Z o|o|x|2 Eolsto{of Bich. S YR 22Xt
FZ=20|M £f5 Z9o| ldiatur dengan Peraturan Pemerintah, = 2% [lKetentuan mengenai biaya untuk:, 0f 0[|0{X|=

£0{0|22 25 2T Z( 'YREY==2 FsiCh Hol FACF.

Pasal 153 uuU 6/2023 ®|109% angka 4 - 74X = - 3 HN|153=

Alg 2022-12-30(Perppu 2/2022 HN|186=)

Ketentuan mengenai biaya Perseroan sebagai badan HHO|O 2 M| F|AIS| H|Z0| ZEE FAHE ZIJHH|=AM|$¢
hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan =2oto| Mol wat AMsict.
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perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak.

Pasal 153A UU 6/2023 109X angka 5 - AlM = -
Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)

(1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro
dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.

rol
02

(2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian
Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah. 4 5

31 92 2xt ££29| X153Ax 3T Zoi| =Xt

OfL|5t0] HYSIA| QRUTE. EBH A28t

S
pendiriany 2 Mgl Z&, 2 F7Ct.

Pasal 153B UU 6/2023 X|109= angka 5 - A& = -

rot
i

Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)

(1) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153A ayat (2) memuat maksud dan tujuan,
kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain
berkaitan dengan pendirian Perseroan.

(2) Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada
Menteri dengan mengisi format isian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi
pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 153C uu 6/2023 #|109= angka 5 - AlM = -
A3 2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)

(1) Perubahan pernyataan pendirian Perseroan untuk
usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 153A ditetapkan oleh RUPS dan diberitahukan
secara elektronik kepada Menteri.

rot
o2

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi dan
format isian perubahan pernyataan pendirian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 153D uU 6/2023 A109= angka 5 - AlM = -
Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 HN|186=)
(1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil

rot
o2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan
pengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil
bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
kebijakan yang dianggap tepat, dalam batas yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/ atau
pernyataan pendirian Perseroan.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

N|153A=

(1) YAM|-27|Y (usaha mikro dan kecil)?o| 7|&=8
E&5t= slAts 1(8h) Qlo] MEst = Q.
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Fsurat pernyataan pendirian; & Mz ZI&A,
Tusaha mikro dan kecil, £

M|153BZx2| [Pernyataan

1 t
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Pasal 153E uU 6/2023 X|109X angka 5 - AlM = -

rot
02

Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)

(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan
kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A
merupakan orang perseorangan.

(2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan
Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sejumlah 1
(satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 153F uu 6/2023 x|109%
Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 HN|186=)
(1) Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil

angka 5 - AM =z -

rol
02

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat
laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata
kelola Perseroan yang baik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
membuat laporan keuangan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 153G UU 6/2023 A109% angka 5 - AlM = -
Alg 2022-12-30(Pexrppu 2/2022 HN|186=)
(1) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan

rot
0@

kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A
dilakukan oleh RUPS yang dituangkan dalam
pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara
elektronik kepada Menteri.

(2) Pembubaran Perseroan untuk usaha mikro dan
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi
karena:

a. berdasarkan keputusan RUPS;

b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam
pernyataan pendirian telah berakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan
pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup
untuk membayar biaya kepailitan;

e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan
pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana
diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang; atau dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan
sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 153H uu 6/2023 A109= angka 5 - AlM = -
Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 HN|186=)
(1) Dalam hal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil

rot
o2

sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 153A ayat (1), Perseroan harus mengubah
statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengubahan
status Perseroan untuk usaha mikro dan kecil
menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22
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Pasal 153I UU 6/2023 A|109= angka 5 - A& = -

rot
02

Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 H|186%)

(1) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil diberikan
keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan
biaya Perseroan untuk usaha mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.

.

Pasal 153J uU 6/2023 109X angka 5 - AlM = -
Al8 2022-12-30(Perppu 2/2022 HN|186=)
(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha mikro dan

rol

kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi
saham yang dimiliki.

(2) Ketentuan...

f.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku apabila:

a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum
atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung
maupun tidak langsung dengan iktikad burtrk
memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung
maupun tidak langsung secara melawan hukum
menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan
kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk
melunasi utang Perseroan.

32 o2 2xt 2E=0M X282 T(2) Ketentuan.
(1) tidak berlaku apabila:, 2 £ & Lt2ct. %QI L—._|

Fiktikad burtrk, 2 Zxt F& =02 oAlFOoi(HE =3
EYE £ eth) /E BE7IE OtHZE s FACt.

Pasal 154 uu 40/2007 9 =2 - §8 - 2007-08-16 A|#

(1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan
UndangUndang ini jika tidak diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang
ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum
Perseroan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 155 uu 40/2007 & =2 - #3 - 2007-08-16 Al3
Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau
Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya
yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak
mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Hukum Pidana.

koreadesk.id - v1- 7| =g 2026-10-22
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Pasal 156 uwu 40/2007 2 =2 - &8 - 2007-08-16 A3

(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan
UndangUndang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum
Perseroan.

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas unsur:

a. pemerintah;

b. pakar/akademisi;

c. profesi; dan

d. dunia usaha.

(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan
perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas
inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan
pihak yang berkepentingan, serta memberikan
pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan,
susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 157 uu 40/2007 @ =2 - &8 - 2007-08-16 A&
(1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah
memperoleh status badan hukum dan perubahan
anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan
kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar
perusahaan sebelum UndangUndang ini berlaku tetap
berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.

(2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum
memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar
yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan
kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang
ini.

(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan
hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan,
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
berlakunya UndangUndang ini wajib menyesuaikan
anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang
ini.

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran
dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan
pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau
pihak yang berkepentingan.

Pasal 158 uu 40/2007 ¥ =2 - 3 - 2007-08-16 Al
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam

Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
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Pasal 159 uu 40/2007 & =2 - 3 -
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-
Undang ini.

2007-08-16 Al#

Pasal 160 uu 40/2007 2 =2 - &3 - 2007-08-16 Al
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 161 uu 40/2007 & =2 - 33 - 2007-08-16 A|3
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
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6l A1 (Penjelasan)

Penjelasan s34 (Penjelasan)
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS I.

Penjelasan Umum 344 (Penjelasan)

Pembangunan perekonomian nasional yang
diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
pembangunan perkonomian nasional perlu didukung
oleh suatu undangundang yang mengatur tentang
perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia
usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas
telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan
peraturan perundang-undangan yang berasal dari
zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya
ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang
tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan
kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi
sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era
globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan
masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian
hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha
yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan
yang baik (good corporate governance) menuntut
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini
telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai
Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru,
perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan
ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk
lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam
Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam UndangUndang ini serta peraturan
pelaksanaannya. Dalam rangka memenuhi tuntutan
masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat,
Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan
status badan hukum;

2. pengajuan permohonan anggaran dasar; dan
pemberian persetujuan perubahan

3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau
pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan
perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa
teknologi informasi sistem administrasi badan hukum
secara elektronik di samping tetap dimungkinkan
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menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.
Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum
Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut
merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat
dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada
notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah
disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang
telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada
Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal
pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar,
dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak
dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar
Perusahaan. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas
ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam
Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas
ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi. Dengan demikian,
penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media
elektronik seperti telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas
tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan
Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai
komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai
dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan
Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan
Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan
nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi
kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip
syariah. Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai
struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri
atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal
disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah
menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas
modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai
pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan
dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham
yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga)
tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-
Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi
laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila
Perseroan mempunyai saldo laba positif. Dalam
Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat
bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan
masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang
serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka
ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya
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di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya
alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan
tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan
tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan.
Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang
bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini
mempertegas ketentuan mengenai pembubaran,
likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rangka
pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini
dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang
tugasnya memberikan masukan kepada Menteri
berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin
kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli
tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari
pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia
usaha. Dengan pengaturan yang komprehensif yang
melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-
Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum
masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum,
khususnya kepada dunia usaha.

B o] M2 20074 @ Y| 22 siMolct. XML Hado| BEt o] BAS ¥ WY M32xof BE oo, M32=E W
6/2023 HM|109% angka 322 JHE=0] ZAM FHo| QYCH(EE M32x2 MY M B Y B HZ). of sfMof cist HY
XAl gol=|x| efot IcH= R7ich.

Penjelasan Pasal 1 s (Penjelasan) S A=

Cukup jelas. S&o| HEsiCt.

Penjelasan Pasal 2 s34 (Penjelasan) M NH2=

Cukup jelas. S &S| "WEsict.

Penjelasan Pasal 3 s3fi4 (Penjelasan) A ANI3=E

Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri N|1&t

Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung o| &to Mo, ==L x}AO| HSE BE Al

j;.aw?b.se.besar set(.)ran ata§ se%uruh saham yang CHEH Sxfo BHZOA{TF 2ol2 X|of 9 70Ol RHALS

d1n.1111l.<1nya dan tidak meliputi harta kekayaan mElE|X| O=Cis B|Ale] EXS Sois| B

pribadinya. _

Ayat (2) Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup M2&

kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas Edet ZR0l=, of oM SAHT AL Llst

tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang Hez ZHE m I Retelol AEE JtsM0|

disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang BiM| = X| St=Ct. =FI1 285t RE FAloj| CHst

saham sebesar setoran atas seluruh saham yang EXlH stEo| == zMolo oA F=Z9| 7{ol x{Atm}

dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, 3|Ate| RjAlO| EBtE0f, 3|AM} bs L dSoM N3t

an1':ara'lain terjadi pencampuran harta kekayaan HEQl 20| Z=Z=7} XFAlQ| JHOIM 2 S oAsly| 9I5H04

pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan B _
Agsts SEloZAMn MEE Aoz 5HE mf AZE

sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai

alat yang dipergunakan pemegang saham untuk h
memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud

dalam huruf b dan huruf d.
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Penjelasan Pasal 4 s34 (Penjelasan)

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar
Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap
Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas
kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola
Perseroan yang baik (good corporate governance)
dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan
“ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”
adalah semua peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan,
termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain
peraturan perbankan, peraturan perasuransian,
peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat
pertentangan antara anggaran dasar dan UndangUndang
ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 5 s3f4(Penjelasan)

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan
kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai
alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus
disebutkan, antara lain dalam suratmenyurat dan
melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Penjelasan Pasal 6 s3fi4 (Penjelasan)

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu
terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus
disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10
(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga
puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga
apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu
tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam
anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 7 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang
perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun
asing atau badan hukum Indonesia atau asing.
Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang
berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada
dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan
berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih
dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan
pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi
modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak
mengambil bagian saham sehingga pendiri dari
Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang
meleburkan diri dan nama pemegang saham dari
Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang
saham dari Perseroan yang meleburkan diri.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Perikatan dan kerugian Perseroan yang
menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham
adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah
lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang dimaksud
dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan
untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi,
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Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor,
dan/atau pemangku kepentingan (stake holder)
lainnya.

Ayat (7) Karena status dan karakteristik yang
khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri. Huruf a

Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha

milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya
terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang
tentang Badan Usaha Milik Negara. Huruf b Cukup

jelas.

34 o] sjade 2007d © ol

£2 sidolct.
UU 6/2023 X|109Z angka 22 HH t

ACHEE M7=

q
=

Penjelasan Pasal 8 s3fi4(Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Dalam mendirikan Perseroan
diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan
pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang
berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada
warga negara asing atau badan hukum asing diberikan
kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia
yang berbentuk Perseroan sepanjang undangundang
yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut
memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut
diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal
pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal
pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang
sejenis dengan itu, antara lain certificate of
incorporation. Dalam hal pendiri adalah badan hukum
negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah
tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan
Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan
“mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang
diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian
Perseroan. Apabila ada penyetoran yang melebihi
nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara
nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal,
selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan
sebagai agio.

Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 9
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “jasa teknologi
informasi sistem administrasi badan hukum” adalah

sl & (Penjelasan)

jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 10 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “langsung” dalam
ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan
dengan saat pengajuan permohonan diterima.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara
elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan
atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat
yang berwenang yang membuktikan keotentikan data
yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan
pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui
media komputer.

Ayat (7) Lihat penjelasan ayat (3).

Ayat (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
ini tidak dikenakan biaya tambahan.

Ayat (9) Cukup jelas.

Ayat (10) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 11 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 12 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang
dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang
dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang
akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan
penyetoran saham calon pendiri dalam Perseroan.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah
penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara
melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut
sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 13 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini mengatur tata cara yang
harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan
hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan
calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan
didirikan melalui penerimaan secara tegas atau
pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari
perbuatan hukum dimaksud.
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Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 14 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas
nama Perseroan” adalah perbuatan hukum, baik yang
menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan
hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak
yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa
anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan
hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh
status badan hukum, tanpa persetujuan semua
pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan
Komisaris.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "tanggung jawab
pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat
Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang
melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan
Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan
hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah
dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan
surat kuasa.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 15 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Lihat penjelasan Pasal 6. Huruf d Cukup
jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan
“tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur
pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau
dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara
perseorangan atau paket. Huruf i Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 16 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Dalam hal tidak ada tulisan singkatan
“Tbk", berarti Perseroan itu berstatus tertutup.
Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 17 s (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup
kemungkinan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di
desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar
mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan
kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat
kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan,
Kabupaten Pasuruan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 18 si4f(Penjelasan)

Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.
Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan
oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan
tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam
anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh
bertentangan dengan anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 19 54 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 20 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum
pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal
tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan
adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat
keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal.
Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 21 si4f(Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Lihat penjelasan Pasal 6 Huruf d Cukup
jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Perubahan
anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup
menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi
perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga
persetujuan Menteri diberikan atas perubahan
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seluruh anggaran dasar tersebut.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan
dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta
pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan
anggaran dasar.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Dalam hal permohonan tetap diajukan,
Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan
tersebut.

Penjelasan Pasal 22 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
ketentuan Contoh: Perseroan didirikan untuk 50
(lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal
15 November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka
waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang,
permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar
mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus
sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal
15 September 2007. Dalam hal RUPS telah mengambil
keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut
pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan
dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007,
pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan
paling lambat 7 September 2007. Dalam hal RUPS
untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan
pada tanggal 20 Agustus 2007, perpanjangan jangka
waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris
dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling
lambat pada tanggal 15 September 2007 sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
1).

Ayat (2) Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 23 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini
menentukan lain” adalah, antara lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dan

Pasal 26

Undang-Undang ini yang mengatur adanya persyaratan
yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan
Menteri atau adanya tanggal kemudian yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat
syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau
tanggal kemudian.

Penjelasan Pasal 24 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 25 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 26 si4i(Penjelasan)

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan
“tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal
setelah tanggal persetujuan Menteri. Huruf c Yang
dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan
dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan
adalah tanggal yang telah disepakati oleh para
pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
oleh Menteri.

”

Penjelasan Pasal 27 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 28 sf4(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 29 si4f(Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf ¢ Yang dimaksud dengan “perubahan data
Perseroan” adalah antara lain data tentang
pemindahan hak atas saham, penggantian anggota
Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.
Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 30 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 31 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 32 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha
tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi,
atau freight forwarding.

Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk
mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

36 o] siMe 20074 2 H| 22 SHM
3

EE2 UU 6/2023 X|109= angka

Penjelasan Pasal 33 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran
yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham
ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data
dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh
akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani
oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (3) Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak
dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara
mengangsur.

Penjelasan Pasal 34 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam
bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan
penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa
benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang
dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata
telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham
dalam bentuk lain selain uang harus disertai
rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis
atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain
yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai
penyetoran tersebut.

Ayat (2) Nilai wajar setoran modal saham ditentukan
sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak
tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik
penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik
setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan
terbaik. Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak
terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:

a. hubungan keluarga karena perkawinan atau
keturunan sampai derajat kedua, baik secara
horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota
Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari

koreadesk.id - v1- 7|&= 2026-10-22

Mgt

23| HESICH
s1A w30
S35 Hstsict.
s w31
SE3| S|t

SiA A[32=x=

M1t

EE25| HE5ict.

HM2g

"ETE AlY ES"o|zt oA 2™Y, E Y E=
freight forwarding(2&£FMY) AlHES Usict.
M3t

o] ol d2 ZAl HEe| HEE o4str| 250
Zesict. 3

Ct. o] sidoil et 7HE XIAl= =QI=|X| oot R B & JtHE FZICt. AM32=

alfdo| =
o2 JHF=UCHEE M32x2| JHE ® FHxX).

M1g
sz Ystsict
x|28t

"Bt el ZWUolgt oA HAF Feolo| 2
2 , SIAIAZE ZEARSE

MEETMO| X2, EE O|AIS|F ZALYIASITE MY St

S|AFe| CHRICHZ=E=

Mg

of FEe FMol chEt Helg EEstol st YAl

SI8E X 422 2Ys| &t

m o H

M2 2 H |0

on Hr @
N o T L

L N

02 12

_(J'E

rr /

=

4

=

M=
>
0%
A

02 02 1
)

S AlZ ZEX|of hap Fetot.
= 9= 8%, 3= #HE=
=

stol elel S| Jta Hersts

S >
=
o IIJIIIJII

08!
\I -
A
I rjo > rir
=2

N
e -
i
=

HE7HEY ChEE2 KX @22

[pal
Ao
d
i
w N
el
n

o o
to
>
1o
i}
o
L
Rl
Ton
-1
0%
o
N
>

M
M
o
lo
=+
a0}

78 112



UU 40/2007 - koreadesk HE = H| 34 S&H=

Perseroan;

b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan
satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan
Komisaris;

c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik
langsung maupun tidak langsung; dan/atau

d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh
persen) atau lebih.

Ayat (3) Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam
bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar,
adalah agar diketahui umum dan memberikan
kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk
dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda
tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya
ternyata diketahui benda tersebut bukan milik
penyetor.

Penjelasan Pasal 35 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat ini adalah untuk menegaskan
bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan
kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi,
hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk
mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.
Ayat (2) Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga
dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu
dan harus dibayar karena secara nyata tidak
diterima oleh Perseroan, tidak dapat
dikompensasikan sebagai setoran saham. Huruf a
Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dalam ketentuan
ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau
penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang
Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap
Perseroan. Huruf c¢ Yang dimaksud dalam ketentuan
ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh
Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung
atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor
dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan
oleh Perseroan.

Ayat (3) Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 36 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah
suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban
penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada
pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan
bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham
untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk
juga larangan kepemilikan silang (cross holding)
yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang
dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham
Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Pengertian kepemilikan silang
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secara langsung adalah apabila Perseroan pertama
memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui
kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih
dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada
Perseroan pertama. Pengertian kepemilikan silang
secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan
pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui
kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih
dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada
Perseroan pertama.

Ayat (2) Kepemilikan saham yang mengakibatkan
pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau
pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak
dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh
berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau
hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada
pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari
pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “perusahaan efek”
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Pasar Modal.

Penjelasan Pasal 37 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Pembelian kembali saham Perseroan tidak
menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila
saham tersebut ditarik kembali. Huruf a Yang
dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah seluruh
harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh
kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan
terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6
(enam) bulan terakhir. Huruf b Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada
ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat
menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau
ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Penjelasan Pasal 38 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 39 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah
penentuan tentang saat, cara pembelian kembali
saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali,
tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas
Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti
melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan
mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 40 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 41 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “modal Perseroan”
adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal
disetor.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada
ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah
penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum
yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak
termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam
penambahan modal, seperti menerima setoran saham
dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 42 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan
hak suara” adalah jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Yang
dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar
dalam anggaran dasar” adalah kuorum yang ditetapkan
dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum
yang ditentukan pada ayat

ini.

Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 43 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “saham yang
ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain
saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee
stocks option program) Perseroan dengan segenap hak
dan kewajiban yang melekat padanya. Huruf b Cukup
jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “reorganisasi
dan/atau restrukturisasi”, antara lain
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,
kompensasi piutang, atau Pemisahan.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14
(empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi
pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang
saham lain yang tidak menggunakan haknya.

Penjelasan Pasal 44 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengurangan modal”
adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan,
dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan
dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik
kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus
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atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.
Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 45 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 46 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 47 si4f(Penjelasan)

Ayat (1) “Penarikan kembali saham” berarti saham
tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka
pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penarikan kembali
saham” adalah penarikan kembali saham yang
mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari
peredaran.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 48 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham
atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh
mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “instansi yang
berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-
undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan
kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank
Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang
perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan
pertambangan.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tidak dapat
menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya
hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak
untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS,
atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Penjelasan Pasal 49 s (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 50 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor”
adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai
nominal saham. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup
jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “daftar khusus”
adalah salah satu sumber informasi mengenai
besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada
Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain
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sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin
timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Yang dimaksud
dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan
anak-anaknya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan "tidak mengatur lain“
adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk
menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus
bagi Perseroan Terbuka, tetapi peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal dapat menentukan
kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar
pemegang saham dan daftar khusus.

Penjelasan Pasal 51 54 (Penjelasan)
Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan
dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan Pasal 52 34 (Penjelasan)
Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang
saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1
(satu) saham menurut kehendaknya sendiri.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 53
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham”
adalah pengelompokan saham berdasarkan

5& (Penjelasan)

karakteristik yang sama.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “saham biasa” adalah
saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil
keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang
berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai
hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan
menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara
yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat
dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.
Ayat (4) Bermacam-macam klasifikasi saham tidak
selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut
masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama
lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua)

klasifikasi atau lebih.
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Penjelasan Pasal 54 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila
diatur dalam anggaran dasar

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 55 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 56 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa
akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta
bawah tangan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “memberitahukan
perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri”
adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang
saham yang disebabkan karena warisan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 57 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena
hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan
atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan,
Peleburan, atau Pemisahan.

Penjelasan Pasal 58 sf4(Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1
(satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak
boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1
(satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 60 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Kepemilikan atas saham sebagai benda
bergerak memberikan hak kebendaan kepada
pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan
terhadap setiap orang.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan
atau pihak lain yang berkepentingan dapat
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mengetahui mengenai status saham tersebut.

Ayat (4) Ketentuan ini menegaskan kembali asas
hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara
terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak
lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai
dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan
pemegang agunan.

Penjelasan Pasal 61 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat
permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan
yang merugikan tersebut dan mengambil langkah
tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah
timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di
kemudian hari.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 62 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud
dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih
menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6
(enam) bulan terakhir. Huruf c Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 63 54 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 64 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan
lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah
peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa
persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS,
maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana
kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau
sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan
perundangundangan menentukan bahwa rencana kerja
harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat
menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan
oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.
Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 65 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 66 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud
dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk
laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan. Huruf
¢ Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan
“rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau
perkara yang melibatkan Perseroan. Huruf e Cukup
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jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “standar akuntansi
keuangan” adalah standar yang ditetapkan oleh
Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui
Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 67 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penandatanganan
laporan tahunan” adalah bentuk pertanggungjawaban
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam
melaksanakan tugasnya. Dalam hal laporan keuangan
Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik,
laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan
tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah
diaudit.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alasan secara
tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya
sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam
memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.
Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
tidak memberikan alasan, antara lain karena yang
bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada laporan tahunan

Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 68 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Kewajiban untuk menyerahkan laporan
keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul
dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban
untuk menyerahkan laporan keuangan kepada
pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa
kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan.
Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk
pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.
Huruf a Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha
Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat”, antara lain bank, asuransi, reksa dan
a. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat pengakuan
utang”, antara lain obligasi. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a.
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Maksud pengumuman tersebut adalah dalam
rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada
masyarakat.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 69 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Laporan keuangan yang dihasilkan harus
mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva,
kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan.
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Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung
jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan
Perseroan.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 70 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah
keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “saldo laba yang
positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun
buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian
Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3) Perseroan membentuk cadangan wajib dan
cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat
(1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah
jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh
Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk
menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa
yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu
berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset
lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat
dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud
dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar
cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai
keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan
usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan
sosial, dan lain sebagainya. Ketentuan paling
sedikit 2
yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah

% (dua puluh persen) dari jumlah modal

yang layak untuk cadangan wajib.
Ayat (4) Cukup jelas

Penjelasan Pasal 71 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Keputusan RUPS pada ayat ini kepentingan
Perseroan dan kewajaran. harus memperhatikan
Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat
ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih
digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang
saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti
tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian
tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja
Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan "seluruh laba bersih”
adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku
yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi
kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.
Ayat (3) Dalam hal laba bersih Perseroan dalam
tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup
akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku
sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan
dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba
bersih negatif.
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Penjelasan Pasal 72
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat (4)
Ayat (5) Contoh dividen interim yang harus
dikembalikan adalah sebagai berikut. Dividen
interim yang telah dibagikan sebesar Rpl.000,00
(seribu rupiah) per saham.
kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif
Oleh

Sl (Penjelasan)

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Perseroan menderita

sehingga tidak ada dividen yang dibagikan.
karena itu, yang harus dikembalikan adalah
Rpl.000,00 (seribu rupiah) per saham. Seandainya
Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan
mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo

laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan

dividen sebesar Rp200,00 (dua
saham. 0Oleh karena, itu saham
dikembalikan adalah Rp1000,00
dikurangi Rp200,00 (dua ratus

ratus rupiah) per
yang harus
(seribu rupiah)
rupiah) berarti

Rp800O,00 (delapan ratus rupiah).
Ayat (6) Cukup jelas.

39 gm0 “saham yang harus dikembalikan" (ZF&tstoiob sh=
1g ZHE Ji2]7|l= ALE Holi, o] HAL2 ZAUZE J[ACt

Penjelasan Pasal 73 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pengambilan dividen yang dimaksud adalah
jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga.

Ayat (3) Jumlah dividen yang tidak diambil dan
menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos
pendapatan lain-lain dari Perseroan.

Penjelasan Pasal 74 si4f(Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap
menciptakan hubungan Perseroan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang

nilai,

dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam”
adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola
Yang dimaksud
dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam”

dan memanfaatkan sumber daya alam.

adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak
memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan
usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber
daya alam.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah dikenai segala bhentuk sanksi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
terkait.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 75
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan

s (Penjelasan)
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berkenaan dengan hak pemegang saham untuk
memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara
rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham
untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan
dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-
Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk
melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta
hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan
rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat

(4).

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 76 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"” adalah RUPS
harus diadakan di wilayah negara Republik
Indonesia.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 77 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “disetujui dan
ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani
secara fisik atau secara elektronik.

Penjelasan Pasal 78 sli4i(Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam
praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 79 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi
dasar permintaan diadakan RUPS”, antara lain karena
Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan
batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
akan berakhir.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
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Penjelasan Pasal 80 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan
mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang
persyaratan pengambilan keputusan RUPS"” adalah
khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk
RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum
kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran
dasar Perseroan. Yang dimaksud dengan “bentuk RUPS”
adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Yang dimaksud dengan “bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas
penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding,
kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini
dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.
Ayat (7) Upaya hukum yang dimungkinkan apabila
penetapan pengadilan menolak permohonan adalah
hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan
peninjauan kembali.

Ayat (8) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 81 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.
Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan
Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak
menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan
atau terdapat pertentangan kepentingan antara
Direksi dan Perseroan.

Penjelasan Pasal 82 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) “Jangka waktu 14 (empat belas) hari“
adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat.
Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat
menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14
(empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau
rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 83 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada
Direksi untuk penambahan acara RUPS.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 84 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran
dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran
dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara.

Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal
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tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang
dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ayat (2) Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang
dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung
maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara
dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Huruf a
Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah
dikuasai baik karena hubungan kepemilikan,
pembelian kembali maupun karena gadai. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 85 54 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini merupakan
perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang
diakui dalam Undang-Undang

ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split
voting) tidak dibenarkan. Bagi Perseroan Terbuka
suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian
atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham
dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan
suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat
ini.

Ayat (4) Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari
pemegang saham yang diwakili anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan
sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam
pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang
saham tidak berhak mengeluarkan suara.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 86 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini
hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan
Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh
menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum
yang ditentukan oleh Undang-Undang

ini.

Ayat (2) Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak
tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian
ditutup dengan membuat notulen rapat yang
menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat
dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan
selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang
kedua.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak
tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian
ditutup dengan membuat notulen RUPS yang
menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat
dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan
selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua
pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS
ketiga.

Ayat (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri
berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain
yang mewakili ketua.
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Ayat (7) Yang dimaksud dengan “bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas
penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding,
kasasi, atau peninjauan kembali.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 87 s34 (Penjelasan) M N|87T=
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk N1&t "so|E 2|5t §o|"et =F=Z=35|0f &SMotHL}
mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui CHe|El Z=Z=7} 2015} Bto|o| ZIE Wi}
;ﬁig pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam M2 "1/2(289 1)2 W= =50| xAM"0[2t 59

: = 5 = = I=)
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari E_:E isl-i!;ﬂgzjofgtihglf0[35:9;'(1;{2:(!:2:19; j;?
1/2 (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul dalam E=sE JEE EENS . 2 B =SS= ares
mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 3(aheld o Ax 1/2(222 1)g He 9ZE X
(satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika 2ot A2, zCt 222 €2 2(F)Me M ==
terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada SHo| cist ZHE = £0|5t0, o= St Aot EE=
yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) SHIF 1/2(282] 1)8 Wi o228 o2 ufntx| Sict.
bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau
calon yang mendapatkan suara terbanyak harus
diulang sehingga salah satu usul atau calon
mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian.
Penjelasan Pasal 88 34 (Penjelasan) oA AN|88=
Cukup jelas. Z 25| HElsict.
Penjelasan Pasal 89 s34 (Penjelasan) A A|89=
Ayat (1) Cukup jelas. M1s =235 HEsiCH
Ayat (2) Cukup jelas. M2&t =25 Hatsict
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran M3 "Dl 2 EM MES 9/l =EE3E AN
dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan _ N - -
keputusan RUPS yang 1ebihgszarX adalahpleﬁih besar Sj'j_oﬂ 2t -|__-{-’é‘,' of2t ol oM @ic"i Z_\IEEP_E 3=,
daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi MigolM et A=Ch= 3] ofHlgh He LS
tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada Magt 25| FESt
ayat (1). M58 &35 YEstct.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 90 34 (Penjelasan) A AN90=
Ayat (1) Penandatanganan oleh ketua rapat dan N1&t o|&tnt ==Z35| AIIXF SO ZIFRFS0]| 2|6tH0]
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang XY= FA 1(5H)Qlel ==y} Muste e st
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan =EZ3| QAIE LIRS SHAIAMT} ZIAIMS HESIE =
untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah Ho|ct
RUPS tersebut. R B
Ayat (2) Cukup jelas. N2g s=5 B&stt
Penjelasan Pasal 91 34 (Penjelasan) M M91=
Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar "=ES| B AM"S AR M 32 Zo|(circular
RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan resolution)2t=s X|QF Moz Us{A QCt. 0|25t
yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan A”o |

SHX| ofLfst, AF
keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS n

22|50l FF53E N
7
secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara |

=
Hotg BE Fzo0

mengirimkan secara tertulis usul yang akan T
diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul
tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh
pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan
yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.
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Penjelasan Pasal 92 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk
mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi
pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kebijakan yang
dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara
lain didasarkan pada keahlian, peluang yang
tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang
sejenis.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Direksi sebagai organ Perseroan yang
melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan
jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. 0Oleh karena
itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya
penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Penjelasan Pasal 93 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap telah menyebabkan Perseroan
pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai
menjalani hukuman. Huruf a Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “sektor
keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan
nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang
berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana
masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat
pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi
yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat
(1) dan surat dari instansi yang berwenang
berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Penjelasan Pasal 94 s (Penjelasan)

Ayat (1) Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan
kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Persyaratan pengangkatan anggota Direksi
untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota
Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak
dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula,
kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan
keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal
pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu
tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan
tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama
Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh
RUPS.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Yang dimaksud dengan “perubahan anggota
Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan
kembali anggota Direksi.
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Ayat (8) Yang dimaksud dengan adalah
permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Yang
adalah
pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana

“permohonan”

dimaksud dengan “pemberitahuan”
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan
tentang data Perseroan lainnya yang wajib
diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (9) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 95 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Pengangkatan anggota Direksi batal karena
hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh
anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris
berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota
Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara
tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “anggota Direksi
lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota
Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai
wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran
dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang
demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah
Dewan Komisaris.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 96 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan
tunjangan anggota Direksi”
tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 97
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan

5& (Penjelasan)

“penuh tanggung
jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan
saksama dan tekun.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Huruf a Cukup jelas.
Huruf c¢ Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.
Huruf d Yang dimaksud dengan
“mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau
berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-
langkah untuk memperoleh informasi mengenai
tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan
kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.
Ayat (6) Dalam hal tindakan Direksi merugikan

Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili

Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan
terhadap Direksi melalui pengadilan.

Ayat (7) Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris
adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris
melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan
Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk
mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak
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perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi
lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut
tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota
Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Penjelasan Pasal 98 si4f(Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Undang-Undang ini pada dasarnya menganut
sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap
anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan.
Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar
dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh
anggota Direksi tertentu.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan
dengan UndangUndang”, misalnya RUPS tidak berwenang
memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau
mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup
dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan
RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat).
Yang dimaksud ‘tidak boleh bertentangan dengan
anggaran dasar”, misalnya anggaran dasar menentukan
untuk peminjaman uang di atas Rpl.000.000.000,00
(satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang
mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di
atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan
anggaran dasar tersebut.

Penjelasan Pasal 99 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 100 s{4(Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Daftar pemegang saham dan daftar
khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50. Risalah RUPS dan risalah rapat
Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan
diputuskan dalam setiap rapat. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “dokumen Perseroan
lainnya”, antara lain risalah rapat Dewan
Komisaris, perizinan Perseroan.
Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 101 4 (Penjelasan)

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan
saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi
mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Yang

dimaksud dengan “ keluarganya *
Pasal 50 ayat

(2).

, lihat penjelasan

Penjelasan Pasal 102 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan”
adalah semua barang baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud,
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milik Perseroan. Yang dimaksud dengan “dalam 1
(satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan
satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi
atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan
dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen).
Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen)
kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai
neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Ayat (2) Berbeda dari transaksi pengalihan
kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang
kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi
harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan
yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu
tertentu.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan
atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya
penjualan rumah oleh perusahaan real estate,
penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan
barang dagangan (inventory) oleh perusahaan
distribusi atau perusahaan dagang.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 103 34 (Penjelasan)

Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk
perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam
surat kuasa.

Penjelasan Pasal 104 3{4 (Penjelasan)
Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi,
gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan
ketentuan dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penjelasan Pasal 105 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan
anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan
yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain
yang dinilai tepat oleh RUPS.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pembelaan diri dalam ketentuan ini
dilakukan secara tertulis.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 106 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Mengingat pemberhentian anggota Direksi
oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya,
sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat
ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas
wajar diberikan kewenangan untuk melakukan
pemberhentian sementara.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang
dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan
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sementara tersebut.

Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 107 34 (Penjelasan)

Huruf a Tata cara pengunduran diri anggota Direksi
yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan
permohonan untuk mengundurkan diri yang harus
diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan
lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi
yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa
memerlukan persetujuan RUPS. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c¢ Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 108 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”
adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang
dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk
kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi
untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Berbeda dari Direksi yang memungkinkan
setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri
dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota
Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendirisendiri dalam menjalankan tugas Dewan
Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.

Ayat (5) Perseroan yang kegiatan usahanya
menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat,
Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang
kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka
memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan
Komisaris yang lebih besar karena menyangkut
kepentingan masyarakat.

Penjelasan Pasal 109 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 110 s{4(Penjelasan)
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat
pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan
persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang
berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Penjelasan Pasal 111 s{4(Penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 112 35{4(Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “anggota Dewan
Komisaris lainnya” adalah anggota Dewan Komisaris
di luar anggota Dewan Komisaris yang
pengangkatannya batal.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 113
Cukup jelas.

5l (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 114 s5{4(Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa
apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam
menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan
kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang
dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris
tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan
kesalahan atau kelalaiannya.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 115
Cukup jelas.

Sl (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 116 34 (Penjelasan)

Huruf a Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
adalah
salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli
risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana

tersebut. Yang dimaksud dengan “salinannya”

dimaksud dalam Pasal 100. Huruf b Setiap perubahan
dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga
dilaporkan. Yang dimaksud dengan “keluarganya”,
lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2). Huruf c Laporan
Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam
daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayat (2).

Penjelasan Pasal 117 s{4(Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memberikan

adalah memberikan persetujuan secara
Yang dimaksud dengan

persetujuan”
tertulis dari Dewan Komisaris.
“bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris
mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum
tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh
Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini
bukan merupakan tindakan pengurusan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum
tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum
yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap
mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak

lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana
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dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung
jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.

Penjelasan Pasal 118
Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan

Sli& (Penjelasan)

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan
pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada.
Yang dimaksud dengan “dalam keadaaan tertentu”,
antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c.
Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 119
Cukup jelas.

Sll& (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 120
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Komisaris Independen yang ada di dalam

5l (Penjelasan)

pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of
good corporate governance) adalah “Komisaris dari
pihak luar”.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 121 s{4(Penjelasan)
Ayat (1) Yang dimaksud dengan
komite audit, komite remunerasi,

“komite”, antara lain
dan komite
nominasi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 122
Cukup jelas.

3l

A (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 123
Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Dalam tata cara konversi saham ditetapkan

Sll& (Penjelasan)

harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan
diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang
menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan
penukaran saham dalam rangka konversi saham. Huruf
d Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini
hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila
Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan
anggaran dasar. Huruf e Yang dimaksud dengan “3
(tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah
yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam)
bulan.

Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j

Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup
jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas.
Huruf o Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Perseroan tertentu”
adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha
khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan
lembaga keuangan nonbank. Yang dimaksud dengan
“instansi terkait” antara lain Bank Indonesia untuk
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Penggabungan Perseroan perbankan.
Ayat (5) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 124 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 125 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal
ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pihak yang akan
mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum lain
yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.
Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf ¢ Cukup jelas. Huruf d Dalam tata cara
konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari
Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham
penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran
saham dalam rangka konversi saham. Huruf e Cukup
jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j
Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.

Ayat (7) Pengambilalihan saham Perseroan lain
langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului
dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi
dilakukan langsung melalui perundingan dan
kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih
dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan
anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

Ayat (8) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 126 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan
merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah
kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni
dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.
Ayat (2) Pemegang saham yang tidak menyetujui
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar
sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham
dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
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penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c¢ dan Pasal 125
ayat (6) huruf d.
Ayat (3) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 127 s (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan
agar mengetahui adanya rencana tersebut dan
mengajukan keberatan jika mereka merasa
kepentingannya dirugikan.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 128 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 129 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 130 3{4(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 131 s{4(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 132 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 133 34 (Penjelasan)

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang
berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan
Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari
terhitung sejak tanggal:

a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran
dasar dalam hal terjadi Penggabungan;

b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal
terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak
disertai perubahan anggaran dasar; dan

c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan
dalam terjadi Peleburan. hal

@2 2xt £zl 5 2L
2, Thal, ol & Zoj Hoixf Uct.

ooz KL,

{a]

Penjelasan Pasal 134 354 (Penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 135 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud
dengan “pemisahan tidak murni” lazim disebut spin
off.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan
hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum
sehingga tidak diperlukan akta peralihan.
Ayat (3) Cukup jelas.

“beralih karena

Penjelasan Pasal 136 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 137 s34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 138 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan
terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara
langsung kepada Perseroan mengenai data atau
keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan
menolak atau tidak memperhatikan permintaan
tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat
ditempuh oleh pemohon.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 139 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang
yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan
diperiksa.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Yang dimaksud dengan “semua dokumen”
adalah semua buku, catatan, dan surat yang
berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 140 s{4(Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada
ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih
lanjut terhadap Perseroan.

Penjelasan Pasal 141 s5{4(Penjelasan)

Ayat (1) Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi
pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya
atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan
Perseroan serta ruang lingkup Perseroan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pembebanan penggantian biaya dimaksud
ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan
hasil pemeriksaan.
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Penjelasan Pasal 142 s5{4(Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c¢ Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan
“dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga
mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah
ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk
berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya
dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha
perasuransian.

Ayat (2) Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai
akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu
diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan
berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti
dengan likuidasi. Huruf a Yang dimaksud dengan
“likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah
likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan
bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e. Huruf
b Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Dengan pengangkatan likuidator, tidak
berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris
diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan.
Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian
sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya
adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
dalam anggaran dasar.

Penjelasan Pasal 143 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Karena Perseroan yang dibubarkan masih
diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat
dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya
digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak
mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan
karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 144 s (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 145 3{4(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 146 3{4(Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf ¢ Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan
tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-
aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang
dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang
disampaikan kepada instansi pajak;

b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah
tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil
melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak
dapat diadakan RUPS;

c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam
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Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat
mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu
pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima
puluh persen) saham; atau

d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa
sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak
mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 147 s5{4(Penjelasan)

Ayat (1) Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari dimulai sejak tanggal:

a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan
oleh RUPS; atau

b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan
berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh)
hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan
kepada kreditor yang paling akhir, misalnya
pengumuman dalam Surat Kabar tanggal 1 Juli 2007,
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang
paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli
2007.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 148 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 149 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud
dengan “dalam rencana pembagian kekayaaan hasil
likuidasi”, termasuk rincian besarnya utang dan
rencana pembayarannya. Huruf c¢ Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan ‘tindakan
lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan”, antara lain mengajukan
permohonan pailit karena utang Perseroan lebih
besar daripada kekayaan Perseroan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

41 o20| Tkekayaaan, 2

(e2= EM=EH) WMz da=H " 1 2 2.

Penjelasan Pasal 150 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 151 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 152 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “likuidator
bertanggung jawab” adalah likuidator harus
memberikan laporan pertanggungjawaban atas
likuidasi yang dilakukan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 153 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 154 34 (Penjelasan)

Ayat (1) Pada dasarnya terhadap Perseroan yang
melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal,
misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku
ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat
kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat
tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya,
perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus
terhadap Perseroan tersebut. Pengaturan khusus
dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran
modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali
saham Perseroan, dan hak suara serta
penyelenggaraan RUPS.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas hukum
Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan
hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

Penjelasan Pasal 155 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 156 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 157 s34 (Penjelasan)

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Perseroan yang telah
memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus
badan hukum yang didirikan berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang dan UndangUndang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 158 34 (Penjelasan)

Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh
Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan
kepada pihak lain yang tidak terkena larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang
ini.
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Penjelasan Pasal 159 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 160 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 161 35 (Penjelasan)
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 4756
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Pengesahan uu 40/2007 2

Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada
tanggal 16 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR
106 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI
SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
MUHAMMAD SAPTA MURTI
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37 (M ANI35=x) |/EE "Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang
oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih
kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan."SZ, 22| A{=0]
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38 (G AN71x) /E FE=9| 0] E&2 o] =M7F 0{RLt JUCH("Keputusan RUPS pada ayat ini
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kepentingan Perseroan dan kewajaran. harus memperhatikan"). O] B1232 "harus memperhatikan"g
"kepentingan Perseroan dan kewajaran" 0| 7 UUCt. Z o|0|X|te| CHES o] QUKX| QICh.
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40 (SH4A M[133x) FE ZXt FTEE9 ¢ Z2 Tpengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan
dalam terjadi Peleburan. hal; 2, 'hal, o] & Z0o| ©o{d c}. Tdalam hal terjadi Peleburan,

(Modetdol dojt ZR)2f o{x0| o{Rt H2Z E1 0] ojz=22 FKZC|.
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